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BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,

.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),



4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E),

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E),

7 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomor 20),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1
2

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di

daerah.
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Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut Subyek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Wajib Pajak PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan
dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi
kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek
Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak
terpisahkan dari SPOP

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 terutang kepada wajib pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pelunasan Pajak PBB-P2

Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti
sementara pelunasan pajak dari petugas pemungut desa/kelurahan.

Petugas pemungut desa/kelurahan adalah perangkat desa atau pejabat/pegawai
kelurahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan PBB-P2.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB-P2, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB PBB-P2, adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan STPD
PBB-P2 adalah Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan setelah tanggal
jatuh tempo terlampaui yang memuat informasi tentang pokok pajak dan jumlah
denda yang harus dibayar

Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang selanjutnya disingkat
dengan SKPDLB PBB-P2 adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah
kelebihan pembayaran PBB-P2

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan
SPPD PBB-P2 adalah surat yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama
dengan jumlah PBB-P2 terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
PBB-P2 adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB-P2 yang
terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB-P2, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat
SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan
surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2
Utang PBB-P2 adalah PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk denda
administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD PBB-P2
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Pendaftaran objek pajak baru adalah pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 yang
belum terdaftar pada administrasi perpajakan daerah.

Pendataan dan penilaian objek pajak adalah pelaksanaan pembentukan basis
data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh
Wajib Pajak melalui payment online system pada Bank tempat pembayaran PBB-
P2 atau Tempat Pembayaran Elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan
Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan
menjual barang yang telah disita.

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak
untuk melunasi utang pajaknya.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua
jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan
Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan
Penyanderaan.

Penilaian Masal adalah penilaian terhadap objek pajak bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah
sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen
Bangunan (DBKB),

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran dari nilai dan
potensi tanah di suatu wilayah.

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara
memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2,
biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau

tertentu.



39 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

40 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

41 Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir yang selanjutnya disebut
Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memberikan jasa pengiriman surat seperti Kantor Pos.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB-P2
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 2

(1) Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara
mengisi SPOP dan/atau LSPOP

(2) Pengisian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.

(3) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang
tersedia dalam SPOP

(4) Penyampaian SPOP dan LSPOP ke DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSOP oleh Subjek Pajak atau
kuasanya.

(5) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan di DPPKAD

Pasal 3

Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati cq Kepala

DPPKAD dan dilampiri dokumen pendukung

a. fotocopy KTP atau identitas diri lainnya,

b. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/
AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis),

c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan,

d. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP),

e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB,



f. surat keterangan tanah dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat
setempat.

Pasal 4

(1) Standar Operasi dan Prosedur mengenai pendaftaran objek PBB-P2 dengan
penelitian kantor dan pendaftaran objek PBB-P2 dengan penelitian lapangan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Bentuk Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran I 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan Objek Pajak PBB-P2
Pasal 5

(1) Pendataan Objek Pajak dan Subyek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD
dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

b. identifikasi objek pajak;
c. verifikasi data objek pajak;
d. pengukuran bidang objek pajak.

(3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaksanaannya dilakukan sebagai
berikut
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan.

b. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif.

(4) Pendataan dengan identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta
garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak
mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2

(5) Data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir

(6) Pendataan dengan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta
garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 hasil
pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

(7) Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket

peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau instansi lain)
T



dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan
posisi relatif objek pajak.
Pasal 6

Pendataan Objek Pajak dan Subyek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara

a. pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutahiran data melalui pendaftaran
Objek Pajak dan Subyek Pajak PBB-P2 oleh Subyek Pajak PBB-P2 dengan cara
mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subyek
Pajak PBB-P2 dan disampaikan ke DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterima SPOP oleh Subyek Pajak PBB-P2 atau kuasanya.

b. pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh DPPKAD
dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek dan Subjek Pajak PBB-
P2 yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif DPPKAD dapat bekerjasama
dengan instansi yang terkait.

(2) Pendataan Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang
memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk DPPKAD

(3) Pelaksanaan kegiatan pendataan disusun dengan rencana kerja dan
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala

sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan

ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Pasal 9
Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dan Standar Operasi
Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 10

(1) Penilaian Objek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD baik secara massal atau
individual.

(2) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a. penilaian massal tanah,

b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;

c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar
8



(3) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data
pasar;
b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan
biaya,
c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.
(4) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar penentuan NJOP
Pasal 11
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dan dan Standar Operasi
Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III
TATA CARA MUTASI OBJEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK PBB-P2
Pasal 12
(1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2
(2) Mutasi Objek dan Subyek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena.
a. jual beli,
b. tukar menukar;
c. hibah,
d. hibah wasiat;

®

waris,
wakaf;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,

=H

5 o

. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

(SN
.

penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

—.

k. penggabungan usaha,

[
.

peleburan usaha,
. pemekaran usaha,
hadiah,
timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam.
Pasal 13

5 B

o

(1) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan sebagian/seluruhnya.



(2) Permohonan mutas;i Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut
a. mengajukan permohonan Secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD

dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan

mutasi,

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.

€. mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;

d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang
tersedia dalam SPOP;

€. surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau
wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib
pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa,

f. surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya blangko SPOP dan
LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya,

g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut
1) asli SPPT tahun berkenaan,

2) bukti lunas pembayaran pajak atau SSPD tahun yang berkenaan.

3) fotocopy KTP;

4) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat
setempat yang menyatakan bahwa tanah dan /atau bangunan yang menjadi
Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya.

S) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki,

6) fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP),

7) fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

8) bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka menggunakan SPPT
tahun lalu.

(3) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditambah dokumen
pendukung sesuai dengan akibat pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut
a. jual beli ditambah Fotocopy sertifikat tanah, atau akte jual beli, atau surat

perjanjian jual beli diketahui Kepala Desa/Lurah.

b. tukar menukar ditambah fotocopy surat perjanjian tukar menukar yang

diketahui oleh Notaris atau Kepala Dasa/Lurah.
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c. hibah ditambah Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui
oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan
yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi
miliknya.

d. hibah wasiat ditambah Fotocopy sertifikat tanah, atau akte hibah wasiat dan
surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah.

€. waris ditambah Fotocopy sertifikat tanah dan/atau surat keterangan waris
yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat.

f. wakaf ditambah Fotocopy sertifikat tanah, atau akte jual beli, atau surat
perjanjian jual beli diketahui Kepala Desa/Lurah.

g pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ditambah akte notaris
tentang pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain

h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ditambah akte notaris tentang
pemisahan hak.

i. penunjukan pembeli dalam lelang ditambah dengan surat penunjukan
pemenang lelang dari Kantor Lelang Negara.

J pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
ditambah dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

k. penggabungan usaha ditambah dengan akte notaris tentang penggabungan
usaha.

l. peleburan usaha ditambah dengan akte notaris tentang peleburan usaha.

m. pemekaran usaha akte notaris tentang pemekaran usaha.

n. hadiah ditambah dengan akte notaris tentang penetapan penerima hadiah
atau dokumen lain yang maksud dan tujuannya sama.

o. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam ditambah dengan surat
persetujuan dari pemegang hak atas Objek Pajak PBB-P2 yang berkenaan.
Pasal 14
Permohonan mutasi objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), apabila dipandang perlu maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan/

verifikasi lapangan terlebih dahulu.
Pasal 15
(1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan mutasj
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala DPPKAD wajib menerbitkan surat
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keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan,
mengurangkan atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi
administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Pasal 16
Ketentuan mengenai Standar Operasi Prosedur dan Tata Cara Mutasi Objek Pajak
dan Subyek Pajak PBB-P2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TATA CARA PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
Pasal 17

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan,

dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),

Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2),

Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 (STPD PBB-P2),

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2,

g B

o 0

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2,
Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan,

5@ oo

. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,

[
.

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pasal 18
(1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pembetulan atas
kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus
dan Wajib Pajak.
(2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. kesalahan tulis,
b. kesalahan hitung;
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-

undangan.
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(3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain
kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak,
alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah,
luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain
kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu
bilangan.

(5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kekeliruan dalam
penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 19

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat
diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
permohonan pembetulan SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 20
(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus
memenubhi persyaratan sebagai berikut
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau
surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya,

c. diajukan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang

untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah),
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya,
c. diajukan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD, dan
d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
(3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah
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a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh
Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD, atau
b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan
melalui pos tercatat.
Pasal 21

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara tertulis
kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Desa/Lurah.

Pasal 22

(1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan
dianggap dikabulkan, dan Kepala DPPKAD wajib menerbitkan surat keputusan
pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan,
mengurangkan atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi
administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Pasal 23

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala

DPPKAD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2 atas

surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang
diterbitkannya, Kepala DPPKAD harus menerbitkan surat keputusan untuk

membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
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Pasal 24
(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau pasal 23 masih
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, Kepala

DPPKAD dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas

permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2)

Pasal 25
(1) Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Contoh Keputusan mengenai

a. Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2, tercantum dalam Lampiran III.1 ,

b. Pembetulan SPPT secara kolektif, tercantum dalam Lampiran III 2 ,

¢. Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 secara jabatan, tercantum dalam
Lampiran III 3 ,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBATALAN SPPT/SKPD /STPD PBB-P2
Pasal 26
Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal
1 SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain
disebabkan karena

a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama
diterbitkan lebih dari satu,

b. SPPT yang Objek Pajak atau Subyek Pajak PBB-P2 tidak ada.

c. SPPT untuk objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Adanya keberatan atas penetapan sebagai wajib pajak dalam SPPT
Pasal 27
(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan secara perseorangan, kecuali

untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.

15



(2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang
tidak benar, yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), permohonan dilampiri dengan
a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan,

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut
termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan, dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang
diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan
dilampiri dengan
a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut
termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan, dan/atau
¢. dokumen pendukung lainnya.
Pasal 28

(1) Standar Operasi Prosedur tatacara pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar Atas
SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2, dan Keputusan tentang Pembatalan
Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar Atas SPPT yang diajukan secara kolektif,
tercantum dalam Lampiran IV 1 dan Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
Pasal 29

Salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 dapat diterbitkan, dalam hal

a. SPPT belum diterima oleh wajib pajak;

b. SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 hilang, rusak dan sebagainya.

Pasal 30

(1) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diajukan secara perseorangan
ataupun secara kolektif kepada Bupati cq Kepala DPPKAD

(2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2
antara lain

a. surat permohonan penerbitan salinan dari wajib pajak;
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surat pengantar dari Kelurahan bila pengajuan secara kolektif;

c. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan.
d. STTS lunas PBB-P2 tahun sebelumnya atau SSPD tahun berjalan,
e. Kartu Tanda Penduduk (KTP),

f. surat kuasa (apabila dikuasakan),

g. surat keterangan hilang dari Kepolisian apabila SPPT atau SKPD atau STPD
PBB-P2 sudah diterbitkan namun hilang.
Pasal 31
Standar Operasi Prosedur Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD atau STPD
PBB-P2, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII
TATA CARA KEBERATAN ATAS KETETAPAN PBB-P2
Pasal 32
Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati atas
a. SPPT; atau
b. SKPD PBB-P2
Pasal 33
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan
atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya, dan/atau
b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2
Pasal 34
(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
d. dilampiri asli SPPT atau SKP PBB-P2 yang diajukan Keberatan,
e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib
Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya,
f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
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menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya, dan

surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan

Surat Kuasa.

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(2) huruf a harus memenuhi persyaratan |,

a.
b.

C.

satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama,

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,

PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200 000,00 (dua
ratus ribu rupiah),

diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD,

diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan,

mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib

Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya, dan

. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT,

kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannya.

(3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses

surat keberatan adalah

a.

b.

tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh
Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan di DPPKAD, atau
tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos

dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g8, pengajuan Keberatan disertai dengan

a.

fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam

hal dikuasakan,
fotokopi bukti kepemilikan tanah,

c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan/atau

fotokopi bukti pendukung lainnya.
Pasal 35

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan

sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
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(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), harus memberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari kepada
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara

perseorangan, atau
b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembalj
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 36

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan
Secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang
terutang kepada Kepala DPPKAD

(2) Kepala DPPKAD harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala DPPKAD atas permintaan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu
pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf f dan
ayat (2) huruf h.

Pasal 37

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang

dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 38

(1) Kepala DPPKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas
pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal
PBB-P2 yang terutang di atas Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 39

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat

dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
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(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan baik keberatan yang diajukan secara
perseorangan maupun kolektif, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada
DPPKAD yang membidangi pajak terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis
waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 40

(1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala DPPKAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Kepala Bidang pada DPPKAD
yang menangani pajak meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Kepala
DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)

(2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Kepala DPPKAD meneruskan berkas
pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)

Pasal 41

(1) Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), harus memberikan keputusan atas pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau ayat (2)

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah
PBB-P2 yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau
SKPD PBB-P2, DPPKAD menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan
keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa
diajukan Keberatan.

(6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.
20



Pasal 42
(3) Standar Operasi Prosedur tatacara pengajuan keberatan atas ketetapan pajak
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(4) Contoh Keputusan tentang
a. Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara perseorangan, tercantum

dalam Lampiran VI 1 ,

b. Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara kolektif, tercantum dalam

Lampiran VI.2 ,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN PBB-P2 TERHUTANG
Pasal 43
(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak
a. karena kondisi tertentu Objek Pajak PBB-P2 yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,
b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak
dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a untuk:
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi.

1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/ dudanya,

2) objek pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah,

3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit
dipenuhi,

4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi, dan/atau

S) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat

perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan,
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kewajiban rutin.
(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atay Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin

topan, dan tanah longsor

Pasal 45
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan
a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam

angka 1),

b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang
terutang dalam hal kondisi tertenty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka S), atau dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b; atau

C. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari ketetapan pajak yang terutang
dalam hal Objek Pajak PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 43 ayat (3) atau ayat (4)

Pasal 46

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan secara.

a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atauy

SKPD PBB-P2, atau

dalam SPPT



b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal.

1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a
angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah),

2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a
angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang
paling banyak Rp200 000,00 (dua ratus ribu rupiah), atau

3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) atau ayat (4)
dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2 000 000,00 (dua juta
rupiah)

Pasal 47

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a harus memenuhij persyaratan.

a.
b.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2,
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

c. diajukan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD,

dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan,

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus

dilampiri dengan Surat Kuasa,

diajukan dalam jangka waktu.

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2,

3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan
Keberatan PBB-P2,

4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau

S) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,
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g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak

yang dimohonkan peéngurangan, kecuali dalam ha] objek pajak terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan

. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan

pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak

diajukan Banding.

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a harus memenuhji persyaratan.

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang

sama,

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

C.

besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertaij alasan yang jelas;
diajukan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Banyumas,

d. diajukan paling lambat 1 (satu bulan) setelah diterimanya SPPT; dan

€.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak

yang dimohonkan Pengurangan.

(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b harus memenuhj persyaratan.

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama,

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

C.

besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD melalui.

1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Banyumas
untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(3) huruf b angka 1), atau

2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b angka 3),

. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan,

diajukan dalam jangka waktu.

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau

3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus

organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan
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S) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan /atau
6) dokumen pendukung lainnya.

- objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah,

sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa

1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan
Wajib Pajak rendah,

2) fotokopi Kartu Keluarga,

3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon,

4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan /atau

5) dokumen pendukung lainnya.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah

yang Nilai Jual Objek Pajak Per meter perseginya meningkat akibat perubahan

lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa

1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan
Wajib Pajak rendah,

2) fotokopi SPPT tahun sebelumnya,

3) fotokopi Kartu Keluarga,

4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon,

S) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau

6) dokumen pendukung lainnya.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak

badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya,

dapat berupa

a.
b.
c.

d.

fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya,
fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya,
fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau

dokumen pendukung lainnya.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan

Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa

a.

surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa,

surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau

dokumen pendukung lainnya.

26



bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keaclaan di
luar kekuasaannya,

f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak
yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 48
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilampiri
dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal
a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya dapat berupa
1) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan
tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan
dari pejabat yang berwenang;

2) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau

3) dokumen pendukung lainnya.

b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah dapat berupa
1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa

a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat
terbatas, dan
b) penghasilan Wajib Pajak rendah
2) fotokopi Kartu Keluarga,
3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon,
4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau
S) dokumen pendukung lainnya.

c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-
mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi
dapat berupa.

1) fotokopi surat keputusan pensiun,
2) fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya,
3) fotokopi Kartu Keluarga,

4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon,
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(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa
a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak
sebelumnya, dan/atau
c. dokumen pendukung lainnya.
(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa
a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;

b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak
sebelumnya, dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pasal 49

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi.

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), atau

b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3),

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada.

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara
perseorangan, atau

b. pengurus LVRI Kabupaten Banyumas, pengurus organisasi terkait lainnya,
atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara

kolektif.
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(4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan Pengurangan  kembali sepanjang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3)

(1) Kepala DPPKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas
permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam
hal PBB-P2 yang terutang di atas dari Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 51

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian.

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau
STPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 52

(1) Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi
suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, suatu keputusan
diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah.

a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan
DPPKAD, atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan,
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam Jjangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud

berakhir
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(4) Dalam hal besarnya persentase peéngurangan yang diajukan permohonan
pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 45, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar
persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 53

(1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan
apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan
hasil penelitian pengurangan PBB-P2

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala DPPKAD, atau pejabat serendah-rendahnya Kepala Bidang pada yang
menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB-P2, harus terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian
dilapangan kepada
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara

perseorangan, atau
b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam
hal permohonan diajukan secara kolektif.
Pasal 54

(1) Standar Operasi Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2
Terhutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh Keputusan tentang Pengurangan PBB-P2 dan contoh Keputusan tentang
Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif tercantum dalam Lampiran VII.1 dan
Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(3) Contoh Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII.3 dan Lampiran VII.4 yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2
Pasal 55
(1) Bupati atau Kepala DPPKAD atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan

denda administrasi karena hal-hal tertentu.
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mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 56

(1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S5 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

(2) Permintaan pengurangan denda administrasj secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok
pajak paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

(3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 57

(1) Permintaan peéngurangan denda administras;i sebagaimana dimaksud dalam Pasal

SS ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a.

satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD
PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif.
diajukan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD,

c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,

mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang
diminta disertai alasan yang jelas,

melunasi pokok pajak yang dimintakan peéngurangan denda administrasi,

tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa
menurut ketentuan perpajakan yang berlaku,

permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD
dan/atau STPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama,

diajukan dalam Jjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang

dimintakan pengurangan denda administrasi.

(2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka

pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak

setelah pengurangan.

(3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 58

(1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S7 ayat (1), Kepala

DPPKAD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan

persyaratan dimaksud.
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan telah melampaui wakty 1

(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat
permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Terhadap SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2 yang telah diajukan permintaan

pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan
denda administrasi.

Bukti

Pasal 60

pendukung permintaan pengurangan denda administrasij sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) untuk
a. Wajib Pajak Orang Pribadi

i |

S.

fotokopi SPPT/ SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda
administrasi,

fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari S (lima) tahun.

fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi,

fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan
dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa /Lurah,

fotokopi bukti pendukung lainnya.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif

1

fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda
administrasi,

fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari 5 (lima) tahun,

fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi,

surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;dan
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(1)

()

(1)

)

(©)

(4)

(%)

S. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Wajib Pajak badan

1 fotokopi SPPT/SKPD /STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda
administrasi,

2 fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 S (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari S (lima) tahun,

3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi,
fotokopi laporan keuangan, dan

S. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 61

Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi

untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

Kepala DPPKAD berwenang memberikan keputusan atas permintaan

pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp

10.000 000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 62

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berupa mengabulkan

seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus diberikan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya

permintaan pengurangan denda adminisrasi yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) harus diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya

permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal S7 ayat (1)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah

terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan

dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan

Wajib Pajak.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil

penelitian.
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Pasal 63

(1) Standar Operasi Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Denda
Administrasi PBB-P2, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh Keputusan tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak PBB-P2
S€cara perorangan, dan contoh Keputusan tentang Pengurangan Denda Admi-
nistrasi Pajak PBB-P2 secara kolektif tercantum dalam Lampiran VIII 1 Lampiran
VIIL.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Contoh Surat Perintah Tugas untuk melakukan penelitian lapangan tercantum

dalam Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2
Pasal 64

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal.

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD

Pasal 65

(1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan men-

cantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas,

STTS asli dan STTS foto copy;

Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya,

o

Surat Kuasa (apabila dikuasakan),

&

e

Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak

dalam hal dikuasakan,
e. Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.
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Pasal 66

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengemba-
lian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengem-
balian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan.
a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah

pajak terutang;
b. SPPD apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar teryata kurang dari jumlah pajak
terutang.
(2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah.
tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan
‘€cara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat
- -s—yanan DPPKAD, atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal
disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti
pengiriman surat.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap
dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah
jangka waktu tersebut berakhir

Pasal 67

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan,

putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan SKPKP PBB-P2
Pasal 68

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan
utang pajak daerah lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-
P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas
nama Wajib Pajak.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

dengan pemindahbukuan.
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Pasal 69

(1) Berdasarkan SKPKP PBB-P2, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran, Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris
DPPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

Pasal 70

(1) Pengembalian  atas kelebihan  pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian
pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 71

(1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(2) SP2D pengembalian kelebihan bayar BPHTB dibuat dalam rangkap 5 (lima)
dengan peruntukan sebagai berikut
a. Lembar ke-1 Wajib Pajak;

b. Lembar ke-2 Pengguna Aggaran/yang menangani pendapatan,
¢. Lembar ke-3 Bank yang ditunjuk;

d. Lembar ke-4 Arsip Kuasa BUD,

€. Lembar ke-5 Bidang Akuntansi.

(3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK PBB-
P2 diterima.

(4) SKPKP PBB-P2 beserta SP2D disampaikan secara langsung kepada wajib pajak
oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD

Pasal 72
Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melaluj Pembayaran Langsung (LS)
Pasal 73

(1) Standar Operasi Prosedur penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contof format Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum
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Bupati ini.

(3) Contoh Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 dan
contoh Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 tercantum
dalam Lampiran IX.2 dan IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan darj
Peraturan Bupati ini.

(4) Contoh SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D
tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X1
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP
Pasal 74

(1) SPPT diterbitkan oleh Kepala DPPKAD atas nama Bupati.

(2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang
telah tersedia pada basis data dan atau berdasarkan SPOP yang disampaikan
oleh wajib pajak.

(3) SPPT PBB-P2 diterbitkan melaluj
a. Pencetakan massal,

b. Pencetakan dalam rangka
1) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2,
2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan,
pengurangan atau pembetulan,
3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru, dan
4) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(4) Penandatanganan SPPT PBB-P2 Cetak Massal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, dilakukan dengan.

a. menggunakan tanda tangan basah,
b. menggunakan cetakan tanda tangan.

(5) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan
pengaturan sebagai berikut
a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas

Rp.2 000 000,- (dua juta rupiah),
b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak sampai dengan
Rp.2 000 000,- (dua juta rupiah)

(6) Penandatangan SPPT PBB-P2 dalam rangka pencetakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, mengacu pada ayat (5)
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(7) Penggunaan tanda tangan basah, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan
pengamanan data objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 75

Atas nama Bupati, Kepala DPPKAD dapat mengeluarkan SKPD apabila

a. SPOP tidak disampaikan dalam Jjangka waktu 15 (ima belas) hari dan setelah
diterima SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala DPPKAD
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 76

Kepala DPPKAD dapat mengeluarkan STPD apabila SPPT atau SKPD tidak atau

kurang bayar setelah Jatuh tempo pembayarannya ditambah sanksij administrasi 2%

(dua persen) setiap bulan untuk Jjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

Pasal 77

(1) SPPT yang nilainya sampai dengan Rpl 000 000,00 (satu juta rupiah)
disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas pemungut di desa/kelurahan.

(2) SPPT yang nilainya di atas Rp1 000 000,00 (satu juta rupiah) di sampaikan
kepada wajib pajak oleh DPPKAD atau wajib pajak dapat mengambil sendiri di
DPPKAD

(3) Wajib  Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan
mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.

(4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 78
SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.
Pasal 79
Standar Operasi Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan DHKP tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 DAN PENETAPAN BESARNYA
PENGHAPUSAN
Pasal 80
(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum

dalam.
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™ 0 a o

Surat Tagihan Pajak (STPD),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),

Surat Ketetapan Pajak (SKPD),

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPDT),

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar bertambakh.

lagi karena.

a.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak

meémpunyai harta warisan atau kekayaan,

- Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan,

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa,

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan
penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan, atau

hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertenty sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan

dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) un-

tuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena.

a.

b.

C.

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat

ditemukan,

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa,

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan

penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang perpajakan, atau

hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan

karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan

dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 81

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat

ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib dilakukan penelitian

setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKAD
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ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk

oleh Bupati dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pajak PBB-P2 yang
a. ketetapan pajaknya tidak melebihj Rp 50 000,00 (lima puluh riby rupiah) atau

b. data administrasinya tidak dapat di pertanggungjawabkan/ tidak dapat
ditelusuri lagi, atau

C. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(S) Laporan hasil penelitian administras;j atau laporan hasil penelitian setempat

sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dibuat per Wajib Pajak atay kolektif per
desa/kelurahan,.

keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan
untuk dihapuskan.
Pasal 82
(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(2), Kepala DPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati untuk dihapus.
Pasal 83
Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan

Piutang Pajak.

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPPKAD melakukan penghapusan tagih dan hapus
buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berlaku.

Pasal 85
Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan

Besarnya Penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 86
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal derimanya STPD oleh wajib pajak.
(3) Pajak yang terutang berdasarkan STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal derimanya STPD oleh wajib pajak.
(4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3)

dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk cuti bersama

Secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 88

(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melaluj Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau
melalui Petugas Pemungut.

(2) Pembayaran pajak terutang melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara
a. pembayaran secara langsung ke Bank;

b. pembayaran transfer antar bank/clearring/ TRGS,
C. pembayaran lewat Automatic Teller Mechine (ATM),

(3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperoleh SSPD asli.

(4) Wajib  Pajak yang melakukan pembayaran antar bank/clearring/TRGS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memperoleh bukti
transfer/clearring/TRGS.

(5) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran lewat Automatic Taller Mesin (ATM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memperoleh bukti struk.

(6) Wayib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer

dengan bukti kirim /transfer dapat ditukar dengan SSPD di DPPKAD
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Pasal 89

(1) Petugas pémungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) terdiri dari
a. petugas pemungut tingkat kecamatan, dan
b. petugas pemungut tingkat kelurahan/desa

(2) Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, adalah Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan.

(3) Petugas pemungut tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, adalah Lurah /Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan /
Sekretaris Desa dan 2 (dua) orang staf pada kelurahan /Perangkat Desa.

(4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala DPPKAD

Pasal 90

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat

(1) dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut dan
petugas pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat
1 kali 24 jam, dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH)

b. Wajib pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut.

c. Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari
Bank melalui petugas pemungut.

Pasal 91

Ketentuan mengenai Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembayaran PBB-P2,

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2
Pasal 92

Utang PBB-P2 yang tercantum dalam

a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;

b. SKPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak;

c. STPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya STPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
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Pasal 93

(1) Bupati atau Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD
PBB-P2 yang terbit akibat peéngangsuran atau penundaan pembayaran Utang
PBB-P2

Pasal 94

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat diajukan

oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau

mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu
memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
Pasal 95

(1) Pengangsuran atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 dapat diberikan dengan ketentuan.

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan, dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD PBB-P2, atau
STPD PBB-P2

(2) Penundaan atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 dapat diberikan dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 96

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1) ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap
angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) ditentukan sebesar Utang PBB-P2 yang ditunda
pembayarannya.

Pasal 97

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus memenuhi

persyaratan.

a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2,

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati cq Kepala
DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan,

c. mencantumkan.
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1 jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa
angsuran, dan besarnya angsuran, atau

2. jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan
Jjangka waktu penundaan,

d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib
Pajak harus dilampiri surat kuasa.

€. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo
pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan
bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya,

f. tidak memiliki tunggakan Pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya,

g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan
pengangsuran atau penundaan.

Pasal 98

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertim-
bangan Kepala DPPKAD, kecuali Kepala DPPKAD menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank,
surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh
pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 99

(1) Permohonan yang tidak memenuhj persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau
penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal permohonan peéngangsuran atau penundaan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat
mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97

Pasal 100
(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenubhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Kepala DPPKAD atas nama
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waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir
(4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Jangka wakty peéngangsuran atay pPenundaan ditetapkan paling lama sesuai

Pasal 101

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atay menunda
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) atau dianggap dite-
rima sebagaimang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), atas Utang PBB-P2 yang
tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunas;j dikenai sanksi
administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2) Denda administrasi yang timbul akibat peéngangsuran atay penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBB-P2

(3) Denda administrasij sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding,
atau peninjauan kembalj atas ketetapan atay keputusan terkait Utang PBB-P2 yang
telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan
péngangsuran atay peénundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan Jjangka waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 103
(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk Inéngangsur atau menunda
pembayaran Utang PBB-P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada
Wajib  Pajak dimaksud diterbitkan  surat ketetapan/ keputusan yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga

(SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut
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(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga tidak mencukupi untuk melunas;j Utang PBB-P2 yang diajukan

permohonan péngangsuran atau peénundaan, jumlah Utang PBB-P2 yang

pembayaran Utang PBB-P2 sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada

undangan perpajakan.
(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasij
sisa Utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya
angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang PBB-P2 tersebut harus
ditetapkan kembali dengan ketentuan
a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih
dari besarnya angsuran dan denda administras;j yang telah ditetapkan dalam
surat keputusan sebelumnya, dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

(3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
Utang PBB-P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunas;i Utang PBB-P2
tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 105

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang
PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2
yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang PBB-P2

berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian  sebagaimana
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dimaksud dalam Pasa] 100 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari saldo
Utang PBB-P2 ditetapkan kembali dengan ketentuan.

berupa menerima seluruhnya atau menerima  sebagian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB-

P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 106

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (1) dilakukan dengan
prosedur:

a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
mengenai perubahan saldo Utang PBB-P2 serta permintaan usulan perubahan
pengangsuran,

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan
peéngangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,

c. Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan
keputusan peéngangsuran pembayaran PBB-P2 berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari
Wajib Pajak, Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan
keputusan pengangsuran pembayaran PBB-P2 secara Jjabatan dengan ketentuan.
a. besarnya angsuran adalah saldo Utang PBB-P2 dibagi dengan sisa masa

angsuran, dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 107

(1) Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran

Pajak PBB-P2, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dar1 Peraturan Bupati ini.
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(2) Contoh Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2,
contoh Keputusan tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran PBB-P2
tercantum dalam Lampiran XII 1 dan Lampiran XII.2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan, tercantum dalam Lampiran
XII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan peneémpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 1 DEC 2012

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal ...2.[ C.2012..
e KABUPATEN BANYUMAS

»b.;‘ir'L«xda
903 1 005
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LAMPIRAN [

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR

TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR
DAN PENELITIAN LAPANGAN

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR

A. Deskripsi.
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib
Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya
dengan penelitian kantor

B Dasar Hukum.
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

C Pihak yang Terkait.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

Kepala Seks: Perhitungan, Penetapan dan Angsuran
Pelaksana Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.
Pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran.

25BN  0) U ) B R 1 N T

Pelaksana Seksi Pelayanan.
Wajib Pajak.

O

D Formulir yang Digunakan.
1 Permohonan Wajib Pajak.
2 SPOP/LSPOP

3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)



E. Dokumen yang Dihasilkan.
1 Bukti Penerimaan Surat (BPS)

2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3 Berita Acara Hasil Penelitian Kantor
4 Daftar Hasil Rekaman (DHR)

1

Prosedur Kerja.

Wajib Pajak mengajukan pendaftaran objek pajak baru kepada Bupati cq
Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.

Petugas Pelayanan menerima berkas pendaftaran objek pajak baru, kemudian

lengkap, berkas pendaftaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak
untuk dilengkapi. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas
Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran dan
kemudian diteruskan kepada Kepala Seks: Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneliti ulang berkas pendaftaran, selanjutnya
meneruskan berkas pendaftaran kepada Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan member disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk memproses pendaftaran tersebut.

- Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, menugaskan pelaksana Seksi

Pendaftaran dan Pendataan untuk mempelajari dan menyiapkan proses
selanjutnya dengan penelitian kantor

Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelitian kantor
terhadap berkas pendaftaran obyek pajak baru tersebut dan membuat
Laporan Hasil Penelitian Kantor Laporan Hasil Penelitian Kantor dan berkas
pendaftaran disampaikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui Laporan Hasil Penelitian Kantor dan selanjutnya
menyerahkan kepada Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran
berikut berkas pendaftarannya untuk perekaman data dan mencetak konsep
SPPT

Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan kepada pelaksana Seksi
Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan perubahan data
SISMIOP dan mencetak konsep SPPT

Pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian melakukan
penelitian dan pencocokan terhadap berkas pendaftaran dan Laporan Hasil
Penelitian Kantor dengan data base SISMIOP Dalam hal ditemukan adanya
perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan data dari Wajib Pajak
yang tertera dalam SPOP dan LSPOP atau ada perbedaan dalam Laporan
Hasil Penelitian Kantor, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Seksi
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Pendaftaran dan Pendataan untuk dilakuka
permasalahan dengan basis data,

n perbaikan Setelah tidak ada

selanjutnya melakukan perekaman
SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasi] Rekaman (DHR), melakukan

pencocokan antara SPOP/LSPOP dengan DHR dan memperbaiki data grafis
serta data base SISMIOP dan mencetak konsep SPPT, selanjutnya konsep
SPPT disampaikan kepada Kepala Seks: Perhitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk mendapat koreksi.

10 Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan koreks;j dan
memaraf konsep SPPT, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Dalam hal Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran tidak
menyetujui terhadap konsep SPPT dan dokumen pendukung, pelaksana Seksi
Perhitungan, Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki konsep SPPT
tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf terhadap konsep SPPT dan kemudian
menyampaikan kepada Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak
menyetujur konsep dimaksud, Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan
Angsuran harus memperbaikinya.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT,
kemudian dikembalikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala
DPPKAD tidak menyetujui konsep dimaksud, Kepala Seksi Perhitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaikinya.

13 Kepala Bidang P-4 meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani kepada
Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk dilakukan
pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan SPPT yang
sudah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan
pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
pemutakhiran data SISMIOP

15 Kepala Seksi Pelayanan, meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani
beserta berkas perdaftarannya kepada Petugas Pelayanan.

16. Petugas Pelayanan menyampaikan SPPT kepada pemohon dan menyimpan
berkas pendaftaran sebagai arsip.

17 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian.
Paling lama 3 (tiga) bulan.
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TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

A. Deskripsi.

Prosedur operasi 11 menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib
Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya yang

dilaksanakan dengan penelitian lapangan

B Dasar Hukum.

1 Undang—undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

C Pihak yang Terkait.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran.
Pelaksana Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.
Pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran
Pelaksana Seksi Pelayanan.

Wajib Pajak.

D Formulir yang Digunakan.
1 Berkas Permohonan Wajib Pajak.
2 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ Lampiran Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (LSPOP)

3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

E. Dokumen yang Dihasilkan.
1 Bukti Penerimaan Surat (BPS)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Surat Tugas Penelitian Lapangan.
Berita Acara Penelitian Lapangan.
Daftar Hasil Rekaman (DHR)

a ~ W N



F  Prosedur Kerja.

1

Petugas Pelayanan menerima berkas pendaftaran objek pajak baru, kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum
lengkap, berkas pendaftaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak
untuk dilengkapi. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas
Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran dan
kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneliti ulang berkas pendaftaran, selanjutnya
meneruskan berkas pendaftaran kepada Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk memproses pendaftaran tersebut.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, menugaskan pelaksana Seksij
Pendaftaran dan Pendataan untuk mempelajari dan menyiapkan proses
selanjutnya dengan penelitian lapangan.

Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelitian lapangan
dan membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan. Laporan Hasil Penelitian
Lapangan dan berkas pendaftaran disampaikan kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan selanjutnya
menyerahkan kepada Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran
berikut berkas pendaftarannya untuk perekaman data dan mencetak konsep
SPPT

Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan kepada pelaksana Seksi
Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan perubahan data
SISMIOP dan mencetak konsep SPPT

Pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian melakukan
penelitian dan pencocokan terhadap berkas pendaftaran dan Laporan Hasil
Penelitian Lapangan dengan data base SISMIOP Dalam hal ditemukan
perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan data dari Wajib Pajak
yang tertera dalam SPOP dan LSPOP atau ada perbedaan dalam Laporan
Hasil Penelitian Lapangan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan untuk dilakukan perbaikan Setelah tidak ada
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permasalahan dengan basis data, selanjutnya melakukan perekaman
SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan
pencocokan antara SPOP/LSPOP dengan DHR dan memperbaik: data grafis
serta data base SISMIOP dan mencetak konsep SPPT, selanjutnya konsep
SPPT disampaikan kepada Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk mendapat koreksi,

10 Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan koreksi dan
memaraf konsep SPPT, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Dalam hal Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran tidak
menyetujui terhadap konsep SPPT, pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan
dan Angsuran harus memperbaiki konsep SPPT tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf konsep SPPT dan kemudian
menyampaikan kepada Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak
menyetujui konsep dimaksud, Kepala Seks: Perhitungan, Penetapan dan
Angsuran harus memperbaikinya.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT,
kemudian dikembalikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala
DPPKAD tidak menyetuju konsep dimaksud, Kepala Seksi Perhitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaikinya.

13 Kepala Bidang P-4 meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani kepada
Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk dilakukan
pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan SPPT yang
sudah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan
pelaksana Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
pemutakhiran data SISMIOP

15 Kepala Seksi Pelayanan, meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani
beserta berkas perdaftarannya kepada Petugas Pelayanan.

16. Petugas Pelayanan menyampaikan SPPT kepada pemohon dan menyimpan
berkas pendaftaran sebagai arsip.

17 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian.

Paling lama 3 (tiga) bulan.



H Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN
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LAMPIRAN I 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

—#ss  PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS o s

2%
: ; DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK jﬁ';‘;’,::“ja‘jjﬁ;‘;;j: prrees batianyaTe diarsin
(SPOP) Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. JENIS TRANSAKSI Dl. Perekaman Data DZ. Pemutahiran Data l:]3. Penghapusan Data
PR KAB KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE

2. NOP I__D[__DHIIL_LHI_IWHIHD
3. NOP BERSAMA [:I:][DIIIIIIIIL_I__DLL_[_D []

4. NOP ASAL

NOPSPPTLAMA [ [ [ [T ]

B. DATA LETAK OBYEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7 BLOK/KAV/NOMOR
1) P i O I S [ [l SR S P e
8. KELURAHAN/DESA 9.RT  10.RW
V2 0 5 1 51 O i
C. DATA SUBYEK PAJAK

11. STATUS Dl. Pemilik DZ. Penyewa [___]3 Pengelola D4. Pemaka DS. Sengketa

12. Pekerjaan [ ]1. PNs*) [ ]2. ABrI%) [ ]3. Pensiunan*) [ ]4. Badan [ 5. Lainnya

13. NAMA SUMBYEK PAJAK 14. NPWP
73 2 0 I I S 1 ERAEEEENEREEeTN
15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR
NI L O e I i o | FENNAERN NN
17 KELURAHAN/DES 18.RT  19.RW
BEEMAILEWA AR T E N e el I
20. KECAMATAN 21. KABUPATEN
LITTTTTTTTTTTITIT1T] ERNYOMAL]
22. NIK

ENRrErsTeEE
D. DATA TANAH

23. LUAS TANAH EENEREEE 24.ZONANILAITANAH [ ][]
(M2)
25. JENISTANAH [ 1. Tanah+  [J2. Kaviing [ ]3. Tanah kosong [ ]a. Fasilitas
Bangunan Siap Bangun Umum

Catatan *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan




E. DATA BANGUNAN

26. JUMLAH BANGUNAN HER

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar jelas
dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

27 NAMA SUBYEK PAJAK/ 28. TANGGAL 29. TANDA TANGAN
KUASANYA

Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan
Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak.
Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

30. TANGGAL (TGL/BLN/THN) 1 = 34. TANGGAL (TGL/BLN/THN) TR
31. TANDA TANGAN 35. TANDA TANGAN

32. NAMA JELAS ...........c..... 36. NAMA JELAS ..................

33-N!PL|llIll|llllllllﬂ37-N'PLJl||lllllllllll

SKET/DENAH LOKASI OBYEK PAJAK

KETERANGAN Contoh Penggambaran

Gambarkan sket/denah lokasi Objek Pajak (tanpa skala), yang
dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-
lain, yang mudah diketahui oleh umum.

: . JI. Jambu
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Jono Ali

Sari

JI. Mangga

Sarman




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PERHATIAN - Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan
huruf balok.

- Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak awal.

- Pengisian ‘angka’ dimulai dari kotak akhir secara berurutan
dengan angka terkahir dari kanan ke kiri.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No. Formulir Diisi oleh petugas
JENIS TRANSAKSI Diisi oleh petugas
NOP Diis1 oleh petugas
NOP BERSAMA Diisi oleh petugas
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
NOP ASAL Diisi oleh petugas
NO SPPT LAMA Diisi oleh petugas
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
NAMA JALAN Isilah dengan nama alamat objek pajak
BLOK/KAV/NOMOR Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.
KELURAHAN/DESA Isilah dengan nama Kelurahan /Desa dimana
objek pajak berada.
RW/RT Isilah dengan nama RW/RT dimana objek pajak
berada.

C DATA SUBJEK PAJAK

STATUS Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
PEKERJAAN Berilah tanda silang (X) pada butir I (PNS), 2

(ABRI), 3 (Pensiunan) jika penghasilan subjek
pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang
pensiun Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X)
jika objek pajak tersebut milik Badan atau
Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda
silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI,
Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain
diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan
lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK Isilah dengan lengkap.

Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis,
penulisannya disingkat di belakang nama
subjek pajak setelah koma diber: jarak satu
spasi dan diakhir1 dengan titik.

Contoh

ALI, H

SUWARNO, JEND

JOHANNES, PROF DR IR.SH

NPWP Isilah dengan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
Jika objek pajak milik perorangan maka NPWP
yang dicantumkan adalah NPWP Perseorangan.
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NAMA JALAN
KELURAHAN/DESA
RW/RT

KABUPATEN

NIK

DATA TANAH

LUAS TANAH
ZONA NILAI TANAH

JENIS TANAH

DATA BANGUNAN
JUMLAH BANGUNAN

PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
NAMA SUBJEK PAJAK/

KUASANYA
TANGGAL
TANDA TANGAN

Isilah dengan nama Jalan/alamat subjek pajak
sesuai petunjuk huruf B.

Isilah dengan nama kelurahan /desa dimana
subjek pajak bertempat tinggal.

Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek
pajak bertempat tinggal.

Isilah dengan nama Kabupaten/kodya dan
nomor kode pos dimana subejk pajak bertempat
tinggal.

Isilah dengan NIK (Nomor KTP) dari subjek
pajak perseorangan.

Isilah dengan luas tanah objek pajak yang
dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi)
sesuai dengan petunjuk pengisian angka.

Diis1 oleh petugas.

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan
pemanfaatan tanah, pada Kolom yang tersedia.

Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada
objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan.
Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke
dalam satu lampiran SPOP

Diis1 nama subyek pajak/nama kuasa subyek
pajak.
Diisi tanggal saat menyampaikan SPOP

Diisi tanda tangan subyek pajak/nama kuasa
subyek pajak.

G IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
TANGGAL DAN SETERUSNYA Diisi oleh petugas.
SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek

pajaknya.

Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
Sket/Denah Lokasi objek pajak tidak perlu diisi/digambar
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LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK
(LSPOP) No. Form

1. JENIS TRANSAKSI Dl. Perekaman Data DZ. Pemutahiran Data DS. Penghapusan Data
[ ]4. Penilaian Individual

KEC _ KEL/DES BLOK NO.URUT  KODE 3. JUMLAHEBNG [ | | |
HEE NEE ERE EEER [] 4 sancunanke [ ]

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

PR KAB
2.n0p [T ] [T]

5. NS PENGGUNAAN Dl. Perumahan l:]z. Perkantoran Swasta D3. Pabrik
BANGUNAN D4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko DS. Rumah Sakit/Klinik I:]G. Olah Raga/Rekreasi

D? Hotel/Wisma D& Bengkel/Gudang/Pertanian DQ, Gedung Pemerintah
DIO. Apartemen Dll. Bangunan Tidak Kena Pajak D12. Bangunan Parkir
DB. Gedung Sekolah Dld. Pompa Bensin DIS. Tangki Minyak
DIG. Bangunan Lain-lain

6. WASBANGUNAN TT'TTT TTTT T T 1] 7 JUMIAHLANTAI [ 1]

8. THN BA(QAGZJNAN |

9. THN DIRENOVASI [T 10. DAYA LISTRIK HETEAREEE

TERPASANG (WATT)

11. KONDISIUMUM [ ]1. Sngt Baik [ ]2. Baik [ ]3. sedang [ ]a. selek

12. KONTRUKSI [ ]1. Baja [ ]2. Beton [ ]3. 8. Bata [ ]4. kayu

13. GENTENG Dl. Keramik E]Z. Beton DS. Biasa D4. Sirap |:|5. Seng/Asbes

14. DINDING [ ]1. Beton [ ]2. 8.Bata [[]3. kayu [ ]a. Bambu [ 5. seng

15. LANTAI I:ll. Marmer DZ. Keramik |:|3. Teraso |:|4. Ubin PC DS. Semen/Tanah

16. LANGIT-LANGIT [ ]1. Akustik [ ]2. Triplek [ ]3. Asbes [[]4. Bambu [ ]5. Tidak ada
B. FASILITAS

17 IMLAC [T seiit [T ] window |18, ACCENTRAL [ ] Ada [ ] Tidakada

19. waskotam [ [ ] ] 20.  LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

RENANG (M2) [T T T Jringan [ ] ] Igerat
I_—_ll. Dipester DZ. Dengan I—_—l:]__—l:lSedang D]:DDgn penutup

Pelapis Lantai

21, JUMLAH DGN LAMPU TANPA LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA

LAPANGAN [T ]geton (1] [ ] Jrenumpang BERJALAN
TENIS [T Jspal [T [T JKapsul Lbr<o,8om [ ] ]
I:l:'Tanah Liat I:D I:]:]Barang Lbr > 0,80M [:r_—l

Rumput
24. PANJANG PAGAR [ [ | | 25.PEMADAM  [_]Hydrant |Ada [ ]Tdk Ada
(M) KEBAKARAN [T]sprinkel ]Jada [ ]7dk Ada
BAHAN PAGAR [ |Baja/Besi [ |Bata/Batako []rire Al [ Jada [ ]7dk Ada

26. IMLSALURAN [ [ [T ] 27 KEDALAMANSUMUR [ [ [ [ ]

PES PABX ARTESIS (M)




C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB
[_]pABRik/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPE =3/8)
28.TINGGI KOLOM (M) [ ] ] 29. LEBAR BENTANG (M) [ [ |

30.DAYADUKUNG [ T T T ]31. KELILING DINDING (M) [T [T 32.tuasmezza EERE

LAINTAI (Kg/M2) NINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD
[__]PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

=3/8

33. KELAS BANGUNAN [ ]1. Kelas 1 [ ]2 Kelas 2 [ ]3.Kelas 3 [ ]a. Kelas 4
[__]roko/apoTik/pasar/ruko (1pe=a)

34. KELAS BANGUNAN [ ]1. Kelas 1 [ ]2.Kelas 2 [ ]3.Kelas 3
[__JRUMAH sAKIT/KUINIK (JpB=5)

35. KELAS BANGUNAN [ |1. Kelas 1 [ ]2. Kelas 2 [ ]3. kelas 3 [ ]a.kelas 4

36. LUAS KAMAR DGN [[TTT] 37 wasruanG LA ENmuE

AC SENTRAL (M2) DGN SC SENTRAL

[__JoLAH RAGA/REKREASI (1PB=6)

38. KELAS BANGUNAN [ ]1. Kelas 1 [ ]2 kelas 2

[ JHOTEL/WIsSMA (JpB=7)
39.JENISHOTEL [ ]1.Resort [ ]2. Non Resort
40.JMLBINTANG [ ]1.Bintang 5 [ ]2. Bintang 4 [ ]3-Bintang 3 [ ]4. Bintang 1-2 [ ]5.N Bintang

41. JIML KAMAR I___]:]:[:Iu. LUAS KAMAR DGN D | | 43. LUAS RUANG LAIN

ACSENTRAL (M2) DGN AC SENTRAL (M2)
BANGUNAN PARKIR (JPB=7)
44.TIPEBANGUNAN [ ]1.Tipe 1 [ ]2. Tipe 2 [ ]3. Tipe 3 [ ]4.Tipe s
APARTEMEN (JPS=13)
45. KELAS BANGUNAN [ ]1. Kelas 1 [ ]2 Kelas 2 [ 3. Kelas 3 [ ]a. Kelas
46. JIML APARTEMEN D:D] 47. LUAS APART DGN D:]:D 48. LUAS RUANG LAIN
AC SENTRAL (M2) DGN AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49 KAPASITAS TANGKI (M2) [ [ [ [ ] ] 50.LETAKTANGSI [ ] 1. Diatas tanah [] 2. Di bawah tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=8)
51. KELAS BANGUNAN [ 1. Kelas 1 [ ]2 Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)
SINIAISISTEM [ [ [ [T T T T T T ] 53 NiLAlINDIVIDUAL T o 0 ) R
F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI : PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNGAN NEAEEEAEE
KEMBALI
55. TGL PENDATAAN LT TTTUVTIT ] | 59 TGLPENELTIAN T v O
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
STANAMAUEIAS B o xS0 BTANAMAUEEAS 2. one s ke
58. NIP 62. NIP
] 5 5 5 1 6 e 0 5 e O




PETUNJUK PENGISIAN LSPOP UNTUK SUBJEK PAJAK

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

W N =

4

Jenis Transaksi
NOP
Jumlah Bangunan

Bangunan Ke

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5

10

11
12

13

14

15

16.

Jenis Penggunaan Bang

Luas Bangunan

Jumlah Lantai
Tahun Dibangun
Tahun Direnovasi

Daya Listrik Terpasang

Kondisi Pada Umumnya

Konstruksi

Atap

Dinding

Lantai

Langit-langit

B FASILITAS

17

18.

Jumlah AC
AC Sentral

diisi oleh petugas
diisi oleh petugas
diisi oleh petugas

diisi oleh petugas

berilah tanda silang (x) sesuai dengan peman-
faatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan
satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-
masing penggunaan bangunan menggunakan 1
(satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan
JPB-nya.

Contoh

Lantai basement untuk parkir (JPB = 12)

Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB = 2)

Lantai 7 dst untuk apartemen (JPB = 13)

isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk
teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.

Isilah jumlah lantai yang ada.
isilah kapan tahun dibangun
isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam
rekening.

isilah kondisi bangunan yang ada

isilah  jenis  konstruksi bangunan yang
digunakan.

berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.

berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.

berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.

berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dar1 satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.

cukup jelas

cukup jelas
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19 Luas kolam renang

20 Luas perkerasan halaman

21 Jumlah lapangan tennis
22 Jumlah lift

23 Jumlah tangga berjalan
24 Panjang pagar, bhn pagar
25 Pemadam kebakaran
26.Jumlah Pesawat PABX

27 Kedalaman sumur artesis

cukup jelas

Isilah luas perkerasan halaman sesuaj dengan
typenya.

Konstruksi ringan

Tebal rata-rata 6 c¢m, biasanya menggunakan
beton ringan.

Konstruksi sedang

Tebal rata-rata 10 ¢m, untuk parkir mobil
pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal
atau paving block.

Konstruksi berat

Tebal rata-rata lebih darj 10 cm, menggunakan
beton dilapis aspal, untuk halaman
pabrik/industri.

Penutup lantai misalnya dengan keramik, dIl.
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon
(extension) yang dihubungkan dengan PABX.

cukup jelas

DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

28 Tinggi kolom
29 Lebar bentang

30 Daya dukung lantai
31 Keliling dinding

32 Luas Mezzanine

Diis1 dengan tinggi kolom bangunan
Diisi dengan lebar bentang bangunan
Contoh

| Lotz kalom W
o S Xa ke ; 1

i) AR

lebar bentang lebar bentang
diisi daya dukung lantai
keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)

Mezzanine atau lantai antara adalah lantaj
tambahan yang terletak di dalam bangunan
dengan ketinggian 2 - 3 m dari lantai, dan
biasanya digunakan untuk kantor atau tempat
penyimpanan barang.

N\
\\
|

| T SO Mezzanine
{5 i
0% o~ .
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D DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB =2/9)

33 Kelas bangunan

diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34 Kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35 Kelas bangunan

36. Luas kamar
dengan AC sentral

37 Luas Ruangan Lain
dengan AC sentral

diisi kelas bangunan

dusi kelas bangunan

untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumlah umumnya kamar dengan
luas sesuai type masing-masing.

diisi dengan luas ruangan selain kamar,
termasuk ruang kantor dan ruangan-ruangan
yang lain.

OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6)

38. Kelas bangunan

diisi kelas bangunan

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)

39 Jenis hotel

40 Jumlah Bintang

41 Jumlah Kamar

42 Luas Kamar
Dengan AC Sentral

43 Luas Ruangan Lain
Dengan AC sentral

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44 Type Bangunan

non resort adalah jenis hotel yang biasanya
terdapat di dalam kota dan aktifitas penghuni
umumnya dalam rangka bisnis.

resort adalah jenis hotel yang lokasinya di
daerah-daerah tempat wisata dan aktifitas
penghuninya adalah dalam rangka liburan.

diisi sesuai dengan klasifikasi hotel.

diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua
type

untuk mendapatkan luas caranya dengan
mengalikan jumlah kamar dengan luas sesuai
type masing-masing. Ukuran kamar umumnya
standard.

diisi dengan ruangan lain selain kamar,
termasuk ruang pertemuan, lobby dan
restaurant.

diisi type bangunan.

APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)

45 Kelas Bangunan
46. Jumlah Apartemen

47 Luas Apartemen
dengan AC Sentral

48 Luas Ruangan Lain
dengan AC sentral

diisi kelas bangunan

diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen
yang ada (bukan jemlah gedung)

untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas
sesuai type masing-masing. Ukuran unit
apartemen umumnya standard

diisi dengan ruangan lain selain kamar,
termasuk ruang pertemuan, lobby dan
restaurant.
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TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49 Kapasitas Tangki

S50 Letak tangki
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51 Kelas Bangunan
E. PENILAIAN INDIVIDUAL
52 Nilai Sistem
53 Nilai Individual

diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada
(pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan
keadaan di lapangan)

cukup jelas

diisi kelas bangunan.

nilai hasil perhitungan komputer

kolom ini diisi untuk objek pajak yang
dinilainya dihitung dengan menggunakan
penilaian individual.

F IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62

cukup jelas.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN MUTASI
OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK PBB-P2

A. Deskripsi.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara mutasi subyek pajak yang dilakukan
sebagai akibat dari terjadinya perpindahan kepemilikan / penguasaan atas obyek
pajak. Sedangkan mutasi obyek pajak dilakukan karena obyek pajak mengalami
perubahan karena terjadi pemecahan bidang tanah atau penggabungan bidang
tanah.
Bentuk mutasi bisa seluruhnya atau mutasi sebagian. Mutas: seluruhnya yaitu
mutasi yang disebabkan akibat terjadinya perpindahan /penguasaan atas
seluruh Obyek Pajak kepada satu Subyek Pajak. Sedangkan mutasi sebagian
yaitu mutasi yang disebabkan akibat adanya pemecahan atau penggabungan
Objek Pajak yang dilakukan oleh Subyek Pajak.

B. Dasar hukum.
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.
2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

C. Pihak yang terkait.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

Pelaksana Seksi Pelayanan.

Pelaksana Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

® N0 U A WD

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
9 Wajib Pajak.

D Formulir yang digunakan.
1 Surat Permohonan Wajib Pajak.
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n

2 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (LSPOP)

3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
E. Dokumen yang dihasilkan.
1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2 Bukti Penerimaan Surat (BPS)
F Prosedur kerja.

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasij Objek Pajak dan/atau Subyek
Pajak kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.

Petugas Pelayanan menerima permohonan Mutasi Objek dan/atau Subyek
Pajak, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
permohonan mutasi tersebut belum lengkap, berkas dikembalikan kepada
Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi tersebut
sudah lengkap, Petugas Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat
(BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan mutasi untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas pemohonan mutasi Objek Pajak
dan/atau Subyek Pajak kepada Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk memproses permohonan mutasi Objek
dan/atau Subyek Pajak lebih lanjut.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, atas dasar permohonan mutasi
tersebut, menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan
menyiapkan konsep surat tugas untuk melakukan penelitian kantor atau
penelitian lapangan.

. Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelitian terhadap

berkas permohonan mutasi tersebut, apakah mutasi yang dimohonkan
berupa mutasi seluruhnya atau mutasi sebagian. Selanjutnya melakukan
penelitian kantor atau penelitian lapangan sesuai dengan dokumen yang ada
dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita Acara Hasil
Penelitian Lapangan. Hasil penelitian berupa berita acara dan berkas
permohonan mutasinya disampaikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan
Pendataan.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui atas Laporan Hasil Penelitian Kantor atau Laporan
Hasil Penelitian Langan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran berikut berkas permohonannya
untuk perekaman data dan mencetak konsep SPPT

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan

seperlunya dan selanjutnya menyerahkan kepada pelaksana Seksi
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Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan pencocokan data
permohonan mutasi dengan data SISMIOP dan mencetak konsep SPPT

9 Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
melakukan penelitian dan pencocokan terhadap berkas permohonan dan
berita acara dengan data base SISMIOP Dalam hal ditemukan adanya
perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan data dari Wajib Pajak
yang tertera dalam SPOP dan LSPOP atau ada perbedaan dalam berita acara,
maka berkas dikembalikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
untuk dilakukan perbaikan. Setelah tidak ada permasalahan dengan basis
data, selanjutnya melakukan perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar
Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan antara SPOP/LSPOP dengan
DHR dan memperbaiki data grafis serta data base SISMIOP dan mencetak
konsep SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep SPPT, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Dalam hal Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak
menyetujui konsep SPPT, Pelaksana Seks: Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran harus memperbaiki konsep SPPT tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaikinya.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT,
kemudian dikembalikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala
DPPKAD tidak menyetujui konsep dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaikinya.

13 Kepala Bidang P-4 meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani Kepala
DPPKAD kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk
dilakukan pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan SPPT yang
sudah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan
Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
pemutakhiran data SISMIOP

15 Kepala Seksi Pelayanan, meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani
beserta berkas permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

16. Petugas Pelayanan menyampaikan SPPT kepada pemohon dan menyimpan
berkas permohonan sebagai arsip.

17 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian.

Paling lama 6 (enam) bulan.
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H Bagan Arus (Flow Chart)

WTA CARA PENYELESAIAN MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESA

AN DAN PERKOTAAN

Wajib Petugas Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi | Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Kepala
Pajak Pelayanan Seksi P-2 Seksi P-2A Pelayanan P-2 P-2A Bidang DPPKAD
P-4
Berkas 1
w_[ l Menugaskan
Menenfqa Meneruskan « dan
meneliti Berkas —> | Mendispo
menerblltkan Permohonan Permohonan
Bukti
Penerimaan Menugaskan
Surat (BPS) un'tuk
menyiapkan
‘ i konsep ST
f— & Lok / Pﬁnelitian
—Q—QLengkap antor/
CpEa Lapanaan
Berkas
kembali Melakukan [‘/ Menelaah
untuk Penelitian hasil penelitian
dilenakani Kantor/Lap, Kantor/Lap,
i Membuat menugaskan
Bukti Peneri- untuk
maan Surat Pencocokan melakukan
(BPS) dengan perubahan
SISMIOP
Mencetak
DHR
Mencetak
konsep SPPT Meneliti
Konsep DHR ||
— dan SPPT 1
memaraf
Mereview,
memaraf,
menerusk
ankonsep
SPPT l
Melakukgn Memperbaiki
pemutakhiran konsep Tidak setiit
data grafis dan apPT .
Menerima SPPT SISMIOP |+ i | Setuju
menyimpan \ Menerima ek
berkas sbg arsip \ SPPT N tangani
F— n . i SPPT
menyampaikan Mereis / berkas
Menerima SPPT kepada SPPT dan L ==
SPPT | wajib Pajak ol i
Permohonan Hukum

BUPAT], BANYUMAS,
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LAMPIRAN I1I
PERATURAN BUPATI BANY UMAS

NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD

A. Deskripsi.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan untuk
melakukan pembetulan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan dari Wajib
Pajak. Pembetulan atas surat keputusan atau surat ketetapan yang disebabkan
karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan  ketentuan tertentu dalam peraturan  perundang-undangan
perpajakan.
Untuk pembetulan SPPT, permohonannya dapat diajukan secara perseorangan
atau secara kolektif, sedangkan untuk surat keputusan atau surat ketetapan
lainnya hanya dapat diajukan secara perseorangan.

B Dasar hukum.
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

C Pihak yang Terkaut.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran

Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan

©® N O U A W N =

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
9 Wajib Pajak
D Formulir yang Digunakan.

1 Surat Permohonan Wajib Pajak
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2 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

E. Dokumen yang Dihasilkan.

1 Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD
2 Bukti Penerimaan Surat (BPS)

F  Prosedur Kerja.

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan SPPT atau ketetapan atau

keputusan pajak kepada Bupati ¢cq Kepala DPPKAD melaluj Petugas
Pelayanan.

- Petugas Pelayanan menerima permohonan pembetulan SPPT atau ketetapan

atau  keputusan tentang  pajak, kemudian meneliti  kelengkapan
persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan pembetulan belum lengkap,
berkas permohonan pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pembetulan sudah lengkap,
Petugas Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan
pembetulan, kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan pembetulan SPPT
atau ketetapan atau keputusan tentang pajak ke Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk memproses permohonan

pembetulan SPPT atau ketetapan atau keputusan tentang pajak.

- Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan

seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas pembetulan SPPT atau
ketetapan atau keputusan tentang pajak kepada pelaksana Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih lanjut.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
melakukan pencocokan berkas permohonan pembetulan SPPT atau
ketetapan atau keputusan tentang pajak dengan data base SISMIOP Dalam
hal ditemukan adanya perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan
keterangan Wajib Pajak yang tertera dalam SPOP dan LSPOP dan/atau Berita
Acara Hasil Penelitian Kantor, maka berkas dikembalikan kepada Kepala
Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk dilakukan perbaikan Setelah tidak
ada perbedaan dengan basis data, selanjutnya melakukan perekaman
SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan
pencocokan antara SPOP/LSPOP dengan DHR dan memperbaiki data grafis
serta data base SISMIOP dan mencetak konsep SPPT Selanjutnya DHR dan
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SPPT disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran

7 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
menyetujui/mengetahur DHR dan memaraf konsep SPPT, kemudian berkas
permohonan dan konsep SPPT disampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Dalam hal Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak
menyetujui DHR dan konsep SPPT, Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan
dan Angsuran harus memperbaiki tersebut.

8. Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujur konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki konsep tersebut.

9 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT,
kemudian dikembalikan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk dilakukan pemutakhiran data SISMIOP

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan SPPT yang
sudah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan
Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
pemutakhiran data SISMIOP

11 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan SPPT yang sudah ditandatangani
beserta berkas permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

12 Petugas Pelayanan menyampaikan SPPT kepada pemohon dan menyimpan
berkas permohonan sebagai arsip.

13.Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 6 (enam) hari kerja.
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H Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD
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kembali |\ ) Menelaah
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LAMPIRAN III 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ) Tahun 2)
TENTANG

PEMBETULAN 3 NOMOR 4 TANGGAL S)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan pembetulan ® yang diajukan secara perse-

orangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *¥) 4

Nomor 8 tanggal 9) atas 10) Nomor 1) tanggal 12)

Tahun Pajak 13 yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas

berdasarkan tanda terima Nomor 14) tanggal 15),

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembetulan 16) Nomor 17 tanggal 18

terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk membetulkan

kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*), perlu
menetapkan Keputusan Kepala DPPKAD tentang Pembetulan Ketetapan

Pajak;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN »  PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN 19)
NOMOR 20) TANGGAL 21)

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan
pembetulan 22) Nomor 23) tanggal 24)

Nama Wajib Pajak “R)
NOP 26)
Alamat WP/OP 21}

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu

sebagai berikut

No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1 28) 29) 30)
2
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 31)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANY UMAS,

32)
NIP 33)

Tembusan
1 Bupati Banyumas, sebagai laporan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

W N

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

NN

Inspektur Kabupaten Banyumas,

o))

Arsip.

) Pilih salah satu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka
Angka

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

diisi nomor diterbitkannya surat keputusan pembetulan

2 diisi tahun diterbitkannya surat keputusan pembetulan

3 diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan

pembetulan.

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan
pembetulan.

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan yang
dimintakan pembetulan.

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan
pembetulan.

diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor surat permohonan pembetulan

diisi tanggal surat permohonan pembetulan

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan
pembetulan.

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan
pembetulan.

diis1 tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan yang
dimintakan pembetulan.

diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB
diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB

diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan yang dimintakan
pembetulan.

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diis1 nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diis1 jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nama Wajib Pajak

diis1 Nomor Objek Pajak

diis1 alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
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Angka 28 diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan contoh pengisian nama
WP, alamat WP dan sebagainya.

Angka 29 diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat
keputusan atau surat ketetapan PBB)

Angka 30 diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak
perlu diisi)

Angka 31 diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan

Angka 32 diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan

Angka 33 diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan.

BUPATI BANYUMAS

ARDJOKO
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LAMPIRAN III 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1) Tahun 2)
TENTANG
PEMBETULAN SPPT TAHUN PAJAK 3
DESA/KELURAHAN *) 4)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara

kolektif melalui Kepala Desa/Lurah?) ) Nomor 6) tanggal 7

atas SPPT Tahun Pajak 8 yang diterima DPPKAD Kabupaten

Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor 9 tanggal 10),

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembetulan SPPT, Nomor 11)

tanggal 12 terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mem-

betulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*),
perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKAD tentang Pembetulan SPPT

Tahun Pajak. 13),

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan

u s N

Arsip.

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) TAHUN PAJAK 14)
DESA/KELURAHAN *) 15)
Menerima seluruhnya/menerima sebagian/ menolak*) permohonan
pembetulan SPPT Tahun Pajak 16) Desa/Kelurahan®) 17)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 18)
A.n. BUPATI BANYUMAS
Kepala DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

19)

NIP 20}

Bupati Banyumas, sebagai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,
Inspektur Kabupaten Banyumas,

*) Pilih salah satu.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH
NOMOR 20) TAHUN 21)
TENTANG
PEMBETULAN SPPT TAHUN PAJAK ......... 22)
DESA/KELURAHAN *) .......... 23)
DAFTAR PEMBETULAN SPPT
DESA/KELURAHAN ™ oo =Y
KECAMATAN = o sviiiriininm 25)
KABUPATEN oo, 49
TAHURPAIAR | ceriromsismmramivamis N
NO NOP Uraian Semula Hasil Pembetulan Keterangan
] L et 5 £ D e S e S T A el Y e e e ]
| T = e e B e
o S IR T el |
Uit el R e L | N RN — R | S—— L S B
Bt s e R s e
s e I e | e
R | o e e I s e s
D e e
A e Ll e e T e | Rt e
7 S N B et e b 2 T e i o o S A
[yl yne o w ol SRS IR D S il
D e SR St |
S| B v e L o et N ] [ e e B S|
S e L
s R S e R e
o | ool A e L e e
T e == | o, 8. W
S e R - S B PR,
75| L e Y oo e (ST ey BST| Te  ca S | B
e | e e [
e e L
e G SRS s e e L o |
dst e | | e
Bl 1 = s e N I e
") Coret yang tidak perlu

A.n. BUPATI BANYUMAS
Kepala DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP

33)

34)
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Petunjuk Pengisian

Angka

Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka

1

O 08 =N ION

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi tahun Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kepala Desa/Lurah

diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara
kolektif

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan secara
kolektif

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan
SPPT secara kolektif

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan SPPT
secara kolektif

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi tahun Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kecamatan

diisi nama Kabupaten/Kota

dusi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
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Angka
Angka

Angka
Angka

Angka

Angka

29
30

31
32

33

34

diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan pembetulan

diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan contoh pengisian.
nama WP, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)

diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/tidak
dibetulkan, maka tidak perlu diisi)

diisi keputusan atas permohonan pembetulan PBB (menerima
seluruhnya/menerima sebagian/menolak)

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO
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LAMPIRAN III 3

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 SECARA JABATAN

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR D Tahun 2
TENTANG
PEMBETULAN PBB
RTAS s ) NOMOR .. .. Y TANGGAL ............ 2

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak

1

PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan 6 * Nomor
7 tanggal 8 tahun Pajak 9 atas nama

10):

’

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor 1) tanggal

12)  terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan
tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan PBB*) perlu menetapkan Keputusan
Kepala DPPKAD tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat
Keputusan 6 *) Nomor 7 tanggal 8 tahun

Pajak 9 atas nama 10);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

Tahun tentang Tata Cara

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di

Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-UANGAN

DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS 13) NOMOR
14 TANGGAL 15)

Membetulkan secara jabatan atas ............. ' Nomor ........ ... .... LR tanggal .......... 1%

NamaWaiibPajak: = = © | s e S I

il R T L L T A

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) .....ocoocooovoie o o )

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut

Hasil Pembetulan

...........................

.........................

..........................

...........................

.........................

..........................

— Z
oS|[0 [n| s |w o= Z

...........................

—
—

..........................

—
o

...........................

..........................

—
(OS]

..........................

—
=N

..........................

.........................
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 26)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS

Tembusan

Bupati Banyumas, sebagai laporan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

YNt AW

Arsip

" Coret yang tidak perlu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

O ® N O U B W N

Angka

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29

diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak

diis1 nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor jenis surat keputusan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB
diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

ditsi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak

diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang akan dibetulkan. Contoh. nama, alamat WP, dsb

diisi data yang akan dibetulkan

diisi data hasil pembetulan PBB

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB

diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan
surat keputusan pembetulan PBB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

BUPATI

MARDJOKO

40



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/ SKPD/STPD
PBB-P2

A. Deskripsi.
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pembata-
lan SPPT/SKPD/STPD karena terjadi penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak
benar yang disebabkan adanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau
kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B Dasar hukum.
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

C. Pihak yang Terkait.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

Pelaksana Seksi Pelayanan.

Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

Wajib Pajak.

D Formulir yang Digunakan

\OCX)Q.O\CH-POJ[\)»—'

1 Surat Permohonan Wajib Pajak

2 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
E. Dokumen yang Dihasilkan.

1 Usulan pelaksanaan pemeriksaan lapangan
Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP
Bukti Penerimaan Surat (BPS)

o b W N
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F Prosedur Kerja

1 Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT atau ketetapan atau
keputusan pajak kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas
Pelayanan

2 Petugas Pelayanan menerima permohonan pembatalan SPPT atau ketetapan
atau keputusan pajak, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan pembatalan belum lengkap, berkas
permohonan pembatalan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pembatalan sudah lengkap,
Petugas Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan
pembatalan, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

3 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas pemohonan pembatalan SPPT
atau ketetapan atau keputusan pajak kepada Kepala Bidang P-4

4 Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk memproses permohonan pembatalan SPPT
atau ketetapan atau keputusan pajak.

S5 Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, atas dasar permohonan
pembatalan tersebut, menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pendaftaran dan
Pendataan menyiapkan konsep surat tugas untuk melakukan penelitian
kantor atau penelitian lapangan.

6. Pelaksanan Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan verifikasi apakah
permohonan tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan atau cukup
dengan penelitian kantor Selanjutnya melakukan penelitian lapangan atau
penelitian kantor sesuai dengan dokumen yang ada dan membuat Berita
Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan
yang sekaligus membuat rekomendasi bahwa permohonan tersebut
dikabulkan atau ditolak. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan beserta berkas permohonan
pembatalan SPPT atau surat keputusan atau surat ketetapan pajak.

7 Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui atas Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita
Acara Hasil Penelitian Langan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala
Seksi  Penghitungan, Penetapan dan Angsuran  berikut berkas
permohonannya untuk penerbitan keputusan tentang pembatalan atau
penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau surat ketetapan tentang
pajak.

8 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan pembatalan

SPPT atau surat keputusan atau surat ketetapan tentang pajak kepada
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pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih
lanjut.

9 Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
menindaklanjuti rekomendasi apakah permohonan disetujui atau ditolak.
Kemudian menyiapkan konsep Keputusan Kepala DPPKAD tentang
pembatalan atau penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau surat
ketetapan tentang pajak. Selanjutnya konsep Keputusan Kepala DPPKAD
tentang pembatalan atau penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau
surat ketetapan tentang pajak tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep Keputusan Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau
penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau surat ketetapan tentang
pajak, kemudian berkas permohonan dan konsep keputusan disampaikan
kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan
dan Angsuran tidak menyetujui konsep keputusan dimaksud, Pelaksana
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki konsep tersebut.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani Keputusan
Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau penolakan atas SPPT atau surat
keputusan atau surat ketetapan tentang pajak, kemudian dikembalikan
kepada Kepala Seksi Penghitungan.

13 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan
Keputusan Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau penolakan atas SPPT
atau surat keputusan atau surat ketetapan tentang pajak yang sudah
ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan Pelaksana
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
pemutakhiran data SISMIOP (penghapusan dari basis data)

14 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Keputusan Kepala DPPKAD tentang
pembatalan atau penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau surat
ketetapan tentang pajak, yang sudah ditandatangani beserta berkas
permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

15 Petugas Pelayanan menyampaikan Keputusan Kepala DPPKAD tentang
pembatalan atau penolakan atas SPPT atau surat keputusan atau surat
ketetapan tentang pajak kepada pemohon dan menyimpan berkas
permohonan sebagai arsip.

16. Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian.

Paling lama 5 (lima) hari kerja.
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H Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
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LAMPIRAN 1V 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PBB YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1) TAHUN 2)
TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR

ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR 3) TANGGAL. 4

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingal

sural permohonan pembatalan ketetapan PBB yang lidak benar atas

nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) 5 nomor 6)

tanggal 7} atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor 8)

tanggal 9 Tahun Pajak 19 yang diterima DPPKAD Kabupaten

Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 1) tanggal 12);

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD PBB / STPD PBB?),

yang Tidak Benar nomor 13) tanggal 14) perlu menetapkan

keputusan Kepala DPPKAD tentang pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Menelapkan

PERTAMA

KEDUA

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)
Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-
UANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN
PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB¥)
NOMOR 15) TANGGAL 16)

Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembalalan.

a.

Wajib Pajak

nama 17)
NPWP 18)
Alamal 19)

SPPT/SKP PBB/STP PBB¥)

nomor 20)
tanggal 21)
Pajak yang terutang Rp 22)
Obyek Pajak

Alamat 23)
Desa/Kelurahan?) 24)
Kecamatan 25)
Kabupaten 26)

Sesuai dengan diklum PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBBY)

nomor 27) tanggal 28) Tahun Pajak 29) dinyatakan

dibatalkan/tetap bertaku®),
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KETIGA

Tembusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal. 30)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

31)

NIP 37

1 Bupati Banyumas, sebgai laporan,

a H~» W N

Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

*) Pilih salah satu
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Petunjuk Pengisian

Angka
Angka

1 diisi nomor pada saat diterbitkannya Keputusan Pembatalan

2 diisi tahun pada saat diterbitkannya Keputusan Pembatalan
Angka 3 diisi Nomor SPPT/nomor SKPD/nomor STPD PBB-P2

Angka 4 . diisitanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

_ Angka 5 diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 6

Angka 7

8

9

. diisi nomor surat permohonan pembatalan
diisi tanggal surat permohonan pembatalan

Angka diisi Nomor SPPT/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB

Angka diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Angka 10 diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Angka 11 diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan

Angka 12 diisi tanggal tanda lerima surat permohonan pembatalan

Angka 13 diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/
STPD PBB-P2¥), yang tidak benar

Angka 14 diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/
STPD PBB-P2%*), yang tidak benar

Angka 15 diisi Nomor SPPT/nomor SKPD/nomor STPD PBB-P2

Angka 16 diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB

Angka 17 diisi nama Wajib Pajak

Angka 18 diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 19 diisi alamat Wajib Pajak

Angka 20 diisi NOP/nomor SKPD /nomor STPD PBB-P2

Angka 21 diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Angka 22 diisi pajak yang terutang sesuai dengan angka

Angka 23 - diisi alamat objek pajak

Angka 24 diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

Angka 25 diis1 nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 26 diisi nama Kabupaten lelak objek pajak

Angka 27 diisi Nomor SPPT/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB

Angka 28 diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB

Angka 29 diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB/STPD PBB

Angka 30 diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan

Angka 31 . diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

Angka 32 diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

BUPA MAS

JO



LAMPIRAN IV 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1) Tahun 2)
TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

ATAS SPPT TAHUN PAJAK 3) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN¥) i

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang lidak benar

yang diajukan secara koleklif melalui Kepala Desa/Lurah®) S)

nomor 6) tanggal 7) alas SPPT Tahun Pajak 8 yang

diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan landa terima
nomor 9 langgal 10, perlu diterbilkan kepulusan alas
permohonan pembatalan dimaksud,

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diluangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang

Diajukan Secara Koleklif nomor 1) tanggal 12),  perlu

menelapkan Keputusan Kepala DPPKAD tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak yang tidak benar;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN
Menelapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK

13) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN?) 14)
PERTAMA Membalkan seluruhnya/membatalkan sebagian/menolak

permohonan pembatalan atas SPPT yang diajukan secara koleklif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 15)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

16)

NIP 17)
Tembusan
1 Bupati Banyumas, sebgai laporan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

o S W N

Arsip.

) Pilih salah satu
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Petunjuk Pengisian

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

1

© 0 N O U~ W N

Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

diisi nomor pada saat diterbitkannya Keputusan Pembatalan
diisi tahun pada saat diterbitkannya Keputusan Pembatalan
diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kepala Desa/Lurah

diisi nomor surat permohonan pembatalan

diisi tanggal surat permohonan pembatalan

diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

diisi nomor tanda terima permohonan pembatalan

diisi tanggal tanda terima permohonan pembatalan

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak

benar yang diajukan secara kolektif

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT

yang tidak benar yang diajukan cecara kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

NOMOR 1) TAHUN 2)

TENTANG

PEMBATALAN SPPT TAHUN PAJAK ... 3)
DESA/KELURAHAN *) ....... .. 4)

DAFTAR PEMBATALAN SPPT SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN a)
KECAMATAN 6)
KABUPATEN 7)
TAHUN PAJAK 8)
SEJUMLAH 9)
Nama SERT Keterangan
No Waiib Pajak NOP Fuas (m2) NJOP (Rp/m2) PBB yang Keputusan
Bumi | Bangunan | Bumi Bangunan Terutanq (Rp)

1

2

4 5

6

7 8 9 10

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

10)

NIP 11)
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Petunjuk Pengisian

—

Angka

[\

Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

OO Ul AW

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

O OO U WN

Kolom 10

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi tahun Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama kecamatan

diisi nama Kabupaten/Kota

diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan

diisi nomor urut 1, 2, dan seterusnya

diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

diisi luas bumi sesuai SPPT

diisi luas bangunan sesuai SPPT

diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT

diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT

diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT

diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/
menolak, permohonan Wajib Pajak)

diisi seperlunya.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENERBITAN SALINAN
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

A. Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pembuatan salinan
SPPT/SKPD/STPD PBB -P2 yang diajukan Wajib Pajak.
B. Dasar Hukum

1

2

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

C Pihak yang Terkait

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
Wajib Pajak

D Formulir yang Digunakan

1
2

Surat Permohonan Wajib Pajak

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

E. Dokumen yang Dihasilkan

1
2

Salinan SPPT/SKPD/STPD
Bukti Penerimaan Surat (BPS)

F Prosedur Kerja

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pencetakan salinan SPPT/SKPD /STPD
PBB-P2 kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.

Petugas Pelayanan menerima permohonan pencetakan salinan
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan pembetulan belum lengkap, berkas
permohonan pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Dalam hal berkas permohonan pembetulan sudah lengkap, Petugas
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Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan
pembetulan, kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

3 Kepala Seksi Pelayanan meneliti berkas permohonan pencetakan salinan
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang
P-4

4 Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk memproses permohonan
pencetakan salinan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

S5 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan pencetakan
salinan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 kepada pelaksana Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih lanjut.

6. Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
melakukan  pencocokan  berkas permohonan  pencetakan  salinan
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dengan data base SISMIOP Dalam hal ditemukan
adanya perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan permohonan
Wajib Pajak, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan
untuk dilakukan perbaikan. Setelah tidak ada perbedaan dengan basis data,
kemudian mencetak konsep Salinan SPPT/SKPD/STPD, selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

7 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneliti dan memaraf
konsep Salinan SPPT/SKPD/STPD, kemudian berkas per-mohonan dan
konsep SPPT disampaikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak menyetujui Salinan
SPPT/SKPD/STPD, Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
harus memperbaiki tersebut.

8. Kepala Bidang P-4 meneliti dan memaraf Salinan SPPT/SKPD/STPD
kemudian menyampaikan kepada Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang
P-4 tidak menyetujui konsep dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki konsep tersebut.

9 Kepala DPPKAD menandatangani Salinan SPPT/SKPD/STPD, kemudian
Salinan SPPT/SKPD/STPD kepada Kepala Seksi Pelayanan.

10 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Salinan SPPT/SKPD/STPD yang sudah
ditandatangani beserta berkas permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

11 Petugas Pelayanan menyampaikan SPPT kepada pemohon dan menyimpan
berkas permohonan sebagai arsip

12 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 2 (dua) hari kerja.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN
PBB-P2

A. Deskripsi
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan keberatan
PBB-P2 Keberatan atas PBB dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keberatan atas
penunjukan sebagai wajib pajak dan keberatan atas materi SPPT misalnya
terkait dengan besarnya ketetapan, luas tanah dan/atau bangunan dan
sebagainya.
B Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
C Pihak yang Terkait.
Kepala DPPKAD
Kepala Bidang P-4
Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

1
2
3
4
5 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
6. Petugas Pelayanan.
7 Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan
8. Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
9 Wajib Pajak.
D Formulir yang Digunakan
1 Surat Permohonan Wajib Pajak
2 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
E. Dokumen yang Dihasilkan.
1 Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan

2 Surat Tugas.
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3 Laporan hasil penelitian kantor/lapangan.

4 Keputusan Keberatan PBB

F  Prosedur Kerja

1

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD atau keputusan atau
ketetapan pajak kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas
Pelayanan

Petugas Pelayanan menerima berkas pengajuan keberatan atas keputusan
atau ketetapan pajak, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan pembatalan belum lengkap, berkas
permohonan pembatalan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Dalam hal berkas pengajuan keberatan sudah lengkap, Petugas Pelayanan
akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus
Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
akan digabungkan dengan berkas permohonan pembatalan, dan kemudian
diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas pengajuan keberatan ke Kepala
Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk memproses permohonan keberatan atas
SPPT atau surat keputusan atau surat ketetapan tentang pajak.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan meneruskan berkas permohonan
keberatan atas SPPT atau keputusan atau ketetapan pajak kepada Pelaksana
Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk melakukan penelitian dan proses
lebih lanjut.

Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan selanjutanya menindaklanjuti
dengan membuat Surat Tugas Penelitian Kantor atau Penelitian Lapangan,
membuat Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan, membuat Laporan
Analisis atas dasar hasil penelitian kantor/lapangan. Hasil tersebut
disampaikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan beserta berkas
permohonan keberatan atas SPPT atau keputusan atau ketetapan tentang
pajak.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui atas Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita
Acara Hasil Penelitian Langan dan Laporan Analisis atas dasar hasil
penelitian kantor/lapangan, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran berikut berkas permohonannya
untuk penerbitan keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas

keberatan terhadap SPPT atau keputusan atau ketetapan pajak.
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8. Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan keberatan atas
surat keputusan atau surat ketetapan pajak kepada pelaksana Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih lanjut.

9 Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
menindaklanjuti rekomendasi apakah permohonan disetujui atau ditolak.
Kemudian menyiapkan konsep Keputusan Kepala DPPKAD tentang keberatan
atas SPPT/SKPD/STPD atau keputusan atau ketetapan pajak lainnya baik
perseorangan maupun kolektif Selanjutnya konsep Keputusan Kepala
DPPKAD tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep Keputusan Kepala DPPKAD tersebut, kemudian berkas
permohonan dan konsep keputusan disampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Dalam hal Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak
menyetujui konsep keputusan dimaksud, Pelaksana Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki konsep tersebut.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani Keputusan
Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau penolakan atas SPPT atau
keputusan atau ketetapan tentang pajak atau ketetapan pajak lainya,
kemudian dikembalikan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk dilakukan pemutakhiran data SISMIOP

13 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan
Keputusan Kepala DPPKAD yang sudah ditandatangani, kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan menugaskan Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk melakukan pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Keputusan Kepala DPPKAD yang sudah
ditandatangani beserta berkas permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

15 Petugas Pelayanan menyampaikan Keputusan Kepala DPPKAD kepada
pemohon dan menyimpan berkas permohonan sebagai arsip.

16. Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan

lengkap.
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H. Bagan Arus (Flow Chart)
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LAMPIRAN VI 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

Kop Surat
KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG
KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB* NOMOR 4 TANGGAL. 9

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat pengajuan keberatan atas ketetapan pajak yang diajukan oleh

Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak¥) 6 nomor 7
tanggal 8) atas 9 nomor 10) tanggal )
Tahun Pajak 12) yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas
berdasarkan tanda terima nomor 13) tanggal b

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Keberatan atas Ketetapan Pajak nomor 15
tanggal 16). perlu menetapkan Keputusan 17) tentang

Keberatan Atas SPPT/SKPD PBB*) Nomor 18) tanggal 19)

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1

Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN 200 TENTANG KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD
PBB*) NOMOR 21) TANGGAL 22)

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/ menambah
besarnya jumlah pajak yang terutang atas pengajuan keberatan

ketetapan pajak

a. Wajib Pajak

Nama 23)
NPWP 24)
Alamat 25)
b SPPT/SKPD PBB *)
Nomor 26)
Tanggal 27)
Pajak yang Terutang Rp 28)
c Objek Pajak
Alamat 29)
desa/kelurahan *) 30)
kecamatan 31)
kabupaten i 32)

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang terutang

menjadi sebesar Rp 33) ( )34)
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KETIGA Penghitungan besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut

; Luas (m2) NJOP/m2 (Rp)
U : -
L Bumi Bangunan Bumi Bangunan Relchpan
Semula | ... 2NN R o, 7 L N &
Menjadi | ... T [ i I [ ) L T i
KEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 45)
BUPATI/A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS?),

46)

NIP 47)

Tembusan

Bupati Banyumas, sebgai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

O U A W

Arsip.

Keterangan
" Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26

Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30

Angka 31
Angka 32

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor diterbitkannya surat keputusan keberatan

diisi tahun diterbitkannya surat keputusan keberatan

diisi nomor penerbitan ketetapan pajaknya

diisi tanggal penerbitan ketetapan pajaknya

diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan

diisi nomor surat pengajuan keberatan

diisi tanggal surat pengajuan keberatan

diisi jenis ketetapan pajak sesuai dengan pengajuan keberatan.

diisi nomor penerbitan ketetapan pajaknya

diisi tanggal penerbitan ketetapan pajaknya

diisi tahun penerbitan ketetapan pajaknya

diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan

diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan

diis1 pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor penerbitan ketetapan pajaknya

diisi tanggal penerbitan ketetapan pajaknya

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor penerbitan ketetapan pajaknya

diisi tanggal penerbitan ketetapan pajaknya

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diis1 alamat Wajib Pajak

diisi Nomor SPPT atau SKPD atau STPD atau ketetapan/keputusan
pajak lainnya

diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB sesuai dengan pengajuan
keberatan.

diisi diisi besarnya pajak terutang sesuai yang tertera dalam ketetapan
pajaknya.

diisi alamat objek pajak

diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

diisi nama Kecamatan letak objek pajak

dusi nama Kabupaten letak objek pajak

64



Angka 33

Angka 34

Angka 35
Angka 36

Angka 37

Angka 38

Angka 39
Angka 40
Angka 41
Angka 42
Angka 43
Angka 44
Angka 45
Angka 46
Angka 47

diisi besarnya pajak terutang setelah keberatan diterima atau ditolak
dengan angka.

diisi besarnya pajak terutang setelah keberatan diterima atau ditolak
dengan huruf

diisi luas bumi sesuai dengan yang tertera dalam ketetapan pajaknya.
diisi luas bangunan sesuai dengan yang tertera dalam ketetapan
pajaknya.

diisi NJOP bumi per m2 sesuai dengan yang tertera dalam ketetapan
pajaknya

diisi NJOP bangunan per m2 sesuai dengan yang tertera dalam
ketetapan pajaknya

diisi luas bumi sesuai hasil keputusan keberatan

diisi keterangan seperlunya

diisi luas bangunan sesuai hasil keputusan keberatan

diisi NJOP bumi per m2 sesuai hasil keputusan keberatan PBB

diisi NJOP bangunan per m2 sesuai hasil keputusan keberatan PBB
diisi keterangan seperlunya

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan
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LAMPIRAN VI 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

Kop Surat
KEPUTUSAN 1)
NOMOR 4 TAHUN 3)
TENTANG

KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK %) DESA/KELURAHAN * 2}

KEPALA DINAS PENDAPATAN » PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat pengajuan keberatan atas ketetapan pajak yang diajukan

secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah¥*) 6 nomor 7)
tanggal 8 atas SPPT Tahun Pajak 9 yang diterima DPPKAD
Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 10)
tanggal i),

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Keberatan atas Ketetapan Pajak nomor 12

tanggal 13) perlu menetapkan Keputusan. 14 tentang
Keberatan Terhadap Ketetapan Pajak Secara Kolektif Atas SPPT
Tahun Pajak 19 Desa/Kelurahan *) 16),

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan

_O\U'I-P-OJI\)»—‘

Arsip.

Keterangan

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN 17) TENTANG KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN
PAJAK SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK 18)
DESA/KELURAHAN¥) 19)

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menambah besarnya
jumlah pajak yang terutang*) atas pengajuan keberatan terhadap
SPPT Tahun Pajak 20) sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 21)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

22)

NIP 23)

Bupati Banyumas, sebgai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,
Kepala DPPKAD Kaabupaten Banyumas,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

) Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

67



Petunjuk Pengisian

—

Angka
Angka 2

Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

Angka 22

Angka 23

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi tahun Surat Keputusan Pembetulan SPPT secara kolektif
diterbitkan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
diisi nama Desa/Kelurahan
diisi nama Kepala Desa/Lurah

diisi nomor surat pengajuan keberatan terhadap ketetapan pajak
secara kolektif

diisi tanggal surat pengajuan keberatan terhadap ketetapan pajak
secara kolektif

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan
pajak secara kolektif

terhadap ketetapan

diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan terhadap ketetapan
pajak secara kolektif

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan terhadap ketetapan
pajak secara kolektif

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan terhadap ketetapan
pajak secara kolektif

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
diisi nama Desa/Kelurahan

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diis1 Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
diisi nama Desa/Kelurahan

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara
kolektif

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
secara kolektif

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
secara kolektif

68



LAMPIRAN

KEPUTUSAN 24)
NOMOR 25 TAHUN 26)
TENTANG

KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN
PAJAK 27) DESA/KELURAHAN *) 28)

DAFTAR KEBERATAN TERHADAP SPPT YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURBHAN ) (i icisimicnremmasnsussmmssnsesssassesessmssessss foekotesesmmsssesssssessois eon 29)
KECAMATAN imereanrsossosssnsss. sesmssssmseossoesosssmsbumstosisssmsisess oeiisions 30)
RABURATEIG ¢ o i et et et e e o 31)
LN AR S B e e B L 32)
' INama Waiib Semula Menjadi Ropi
No™ Bk "PINOP| Luas (m?) [NJOP (Rpim3)| PBB yang | Luas (m) |NJOP (Rp/m?) | PBB yang ’};‘;ﬁgr‘;?aa :
Bumi|Bangunan|Bumi{Bangunanlterutang (Rp)|Bumi Bangunan|BumilBangunan|terutang (Rp)
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
12
3
4
5
6
7
ds
Jumlah PBB yang terutang
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 59)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,
34)
NIP 35)
Keterangan

*) Coret yang tidak perlu
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Petunjuk Pengisian Lampiran

Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33

Angka 34

Angka 35

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

© 00 N O Ul A W N —

Angka
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

diisi pejabat yang membuat keputusan.

diisi nomor Surat Keputusan Keberatan SPPT secara kolektif diterbitkan
diisi tahun Surat Keputusan Keberatan SPPT secara kolektif diterbitkan
diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kecamatan

diisi nama Kabupaten

diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Keberatan

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara
kolektif

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
secara kolektif

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
secara kolektif

diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya

diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB
diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

diisi luas bumi sesuai SPPT

diis1 luas bangunan sesuai SPPT

diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT

diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT

diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT

diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB

diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB

diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan PBB

diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan PBB
diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB
diisi pengajuan  keberatan PBB

keputusan atas

seluruhnya/menerima sebagian/ menolak/menambah besarnya jumlah

PBB yang terutang)

BUPATI BANYUMAS,

MARDYOKO
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LAMPIRAN VI 3

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT SURAT TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

Kop Surat

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor 800/ 1) /20 2)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peratuarn Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan di Kabupaten Banyumas.
MENUGASKAN

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

3)
4)
5)
6)
3)
4)
S)

6)

melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas keberatan

ketetapan PBB yang diajukan oleh wajib pajak
perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak

a. nomor surat permohonan
tanggal surat permohonan
nama Wajib Pajak
alamat Wajib Pajak
Nomor Objek Pajak (NOP)
alamat Objek Pajak

b. nomor surat permohonan
tanggal surat permohonan
nama Wajib Pajak
alamat Wajib Pajak

secara
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
8)
9)
10)

11)
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Nomor Objek Pajak (NOP) 12)
alamat Objek Pajak 13)

c. dan seterusnya
2 mulai tanggal !4 sampai dengan tanggal k5)

3 Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Perintah Tugas ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati
Banyumas cq Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.

S5 Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami
minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaantugas tersebut.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 16)
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,
17)
NIP 18)

*) coret yang tidak perlu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

0 N0 U W N

Angka
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tahun Surat Tugas.

Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang
bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.

Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam
hal diajukan secara kolektif.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif)

Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak.

Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Tugas.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
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LAMPIRAN VI 4

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

Kop Surat
Purwokerto, 1)
Nomor 2) Kepala Yth
Sifat Segera 3)
Perihal Pemberitahuan Penelitian
Lapangan atas Permohonan di

Keberatan Ketetapan PBB

Sehubungan dengan surat permohonan keberatan PBB atas
SPPT/SKPD¥) Saudara/yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah?*)

nomor 4 tanggal S) atas **)

a. SPPT/SKP PBB *) NOP % (dalam hal diajukan secara

perseorangan), atau

b. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),
dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di
lapangan pada hari/tanggal 7} sampai dengan

hari/tanggal 8)

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara

atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

9)

NIP 1)

*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah
bersangkutan, Pengurus LVRI/ organisasi terkait lainnya dalam hal
diajukan secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif)

Diisi dengan hari /tanggal dimulainya penelitian di lapangan.

Diisi dengan hari/ tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.

Diisi dengan nama Jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
surat pemberitahuan.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat

pemberitahuan.

BUPATI BANYUMAS,

RDJOKO
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LAMPIRAN VI 5

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANY UMAS

Kop Surat

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA KEBERATAN

Tanggal Laporan (Diisi dengan tanggal laporan dibuat)
Nama Wajib Pajak (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa)
NPWP (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa)
Alamat (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa)
Tahun Pajak (Diist dengan tahun pajak yang diperiksa)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
Nama Wajib Pajak (Diisi dengan nama WP yang diperiksa)
NPWP (Diisi dengan Nomor Pokok WP yang diperiksa)
Alamat Kantor (Diisi dengan alamat kantor WP yang diperiksa)
Penanggung Jawab (Diisi dengan nama pimpinan perusahaan)
Kegiatan Usaha (Diisi dengan kegiatan usaha WP yang dominan)

. DASAR PEMERIKSAAN

i
2. dst

(Diisi dengan ketentuan yang nenjadi dasar pemeriksaan, semua data, laporan,
keterangan dan informasi lain yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan)

. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

1 Nomor Surat Perintah Pemeriksaan (Diisi dengan nomor SPT)
2 Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (Diisi dengan tanggal SPT)
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
1 Data/Dokumen yang Tersedia

.dst

(Diisi dengan data/dokumen yang tersedia sebelum dan pada saat dilakukan
pemeriksaan, keterangan dan, Laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya, dll)

2 Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak
dst

(Diisi dengan uraian secara umum tentang semua kegiatan usaha Wajib Pajak
baik usaha yang dominan maupun yang bukan dominan, termasuk proses
produksi, keberadaan aktiva tetap dan kondisinya, dll)
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3 Kronologi Pemeriksaan

dst

(Uraikan jalannya pemeriksaan secara urut, rinci, jelas dan terfokus, termasuk
tanggal dan jam dilakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan,
hari dan tanggal peninjauan ke lokasi Wajib Pajak, pihak-pihak yang ditemui
selama pemeriksaan, dan informasi lain yang terkait selama pemeriksaan, dll)

E. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
1 dst

(Uraikan secara jelas segala informasi, data, keterangan, temuan dan lain-lain
yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung berkaitan dengan hal-hal
yang ingin diketahui atau diminta oleh unit yang memproses keberatan Wajib
Pajak)
2 Perhitungan Pajak-Pajak Terutang/ Penghasilan/Biaya
dst

(Uraikan secara jelas perhitungan pajak terutang/ penghasilan/biaya menurut
tim Pemeriksa Pajak berdasarkan temuan di lapangan. Perhitungan tersebut
hanya terbatas pada hal yang diminta oleh unit yang memproses pemeriksaan
dan hanya bersifat second opinion bagi unit yang memproses keberatan)

F SIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

1 Simpulan
; dst.
(Diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil pemeriksaan. Uraikan dengan
ringkas, jelas dan fokus pada hal-hal yang memerlukan penjelasan terkait
dengan hal-hal yang diminta oleh unit yang memproses keberatan)
2 Usul Pemeriksa
dst.
(Apabila diperlukan diisi dengan usul tim berdasarkan hasil pemeriksaan)

G DAFTAR LAMPIRAN

1

2 dst

(Diisi dengan semua dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan, seperti
SPT, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, instruksi melakukan pemeriksaan, dll)

(Diisi dengan tempat dan tanggal
pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan)
Ketua Tim

Mengetahui/Menyetujui

Kepala NIP

(Diisi dengan nama dan NIP Ketua Tim)

NIP Anggota Tim *)

(Diisi dengan nama dan

NIP)
NIP

(Diisi dengan nama dan NIP)
*) Minimal Satu Anggota Tim

BUPATI, BANYUMAS

DJO
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TERUTANG

A. Deskripsi

Prosedur operasi inj menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan dari

Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan PBB-P2 terutang yang diproses di
DPPKAD Kabupaten Banyumas.
B. Dasar Hukum

1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

C Pihak yang Terkant.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Pelaksana Seksi Pendaftaraan dan Pendataan.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

oo\lp\_m-bo.)to»—a

Pelaksana Seksi Pelayanan.
9 Wajib Pajak.

D Formulir yang Digunakan

1 Surat Permohonan Wajib Pajak

2 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
E. Dokumen yang Dihasilkan

1 Surat Keputusan Pengurangan
Uraian Penelitian
Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses

Surat Pengantar

a + W N

Bukti Penerimaan Surat (BPS)
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F Prosedur Kerja

1

2

Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB kepada Bupati cq
Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.

Petugas Pelayanan menerima permohonan Pengurangan PBB, kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
Pengurangan PBB belum lengkap, berkas permohonan Pengurangan PBB
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas
permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, Petugas Pelayanan akan
mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus
Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
akan digabungkan dengan berkas permohonan pembatalan, dan kemudian
diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas pemohonan Pengurangan PBB ke
Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Pendaftaran dan Pendataan untuk melakukan penelitian.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan meneruskan berkas permohonan
Pengurangan PBB kepada Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk
melakukan penelitian kantor atau penelitian lapangan dan membuat Berita
Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan.
Pelaksanan Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan verifikasi apakah
permohonan tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan atau cukup
dengan penelitian kantor Selanjutnya melakukan penelitian lapangan atau
penelitian kantor sesuai dengan dokumen yang ada dan membuat Berita
Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan
yang sekaligus membuat rekomendasi bahwa permohonan tersebut dikabul-
kan atau ditolak. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala
Seksi Pendaftaran dan Pendataan beserta berkas permohonannya.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui atas Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita
Acara Hasil Penelitian Langan dan rekomendasi yang disampaikan, selanjut-
nya menyerahkan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsu-
ran berikut berkas permohonannya untuk penerbitan keputusan tentang Per-
setujuan pengurangan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan Pengurangan
PBB kepada pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk
proses lebih lanjut.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian

menindaklanjuti rekomendasi apakah permohonan disetujur atau ditolak.
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Kemudian menyiapkan konsep Keputusan Kepala DPPKAD tentang pemba-
talan atau penolakan atas Pengurangan PBB Selanjutnya konsep Keputusan
tentang pembatalan atayu penolakan atas Pengurangan PBB tersebut
disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep Keputusan Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau
penolakan atas Pengurangan PBB, kemudian berkas permohonan dan konsep
keputusan disampaikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak menyetujui konsep keputusan
dimaksud, Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki konsep tersebut.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani keputusan
tentang persetujuan peéngurangan PBB atau penolakan terhadap permohonan
pengurangan PBB, kemudian dikembalikan kepada Kepala Seksi
Penghitungan Penetapan dan Angsuran.

13. Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan
Keputusan Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau penolakan atas
Pengurangan PBB yang sudah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pelayanan
dan menugaskan Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
untuk melakukan pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Keputusan Kepala DPPKAD tentang
persetujuan pengurangan PBB atau penolakan terhadap permohonan
pengurangan PBB yang sudah ditandatangani beserta berkas permohonannya
kepada Petugas Pelayanan.

15 Petugas Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Keputusan tentang
persetujuan pengurangan PBB atau penolakan terhadap permohonan
pengurangan PBB yang sudah ditandatangani kepada pemohon dan
menyimpan berkas permohonan sebagai arsip.

16. Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian.
1 Paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap.

2 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
pengurangan dari Wajib Pajak, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan

Keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan wajib pajak

dianggap dikabulkan.
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H Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TERUTANG

Wajib Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi | Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Kepala
Pajak Seksi Seksi P-2 Seksi P-2A Pelayanan P-2 P-2A Bidang DPPKAD
Pelayanan P-4
Berkas
w I Menugaskan
MenertTa Meneruskan Me::in
menelii Berkas B h5p°
menerbitkan Permohonan SHHGonan
Bukti
Penerimaan
Surat (BPS) Menugaskan
untuk
S Melak-u!<a n menyiapkan
Bere. s Penelitian <+ konse.p’ST <
maan < Kantor/Lap, Penelitian
Membuat Kantor/ Lap.
Surat
Menelaah
hasil penelitian
Kantor/Lap,
menugaskan
Pencocokan untuk
dengan pencocokan
SISMIOP atas dengan
dasar
rekomedasi
Mencetak
konsep
Meneliti dan
memaraf |}
—> konsep 1
Keputusan
Meriview,
memaraf,
meneruskan
konsep
Keputusan l
Pemutahi
; ran data Menyetujui
IXZZTS?; SR dan menan-
Menerima Pengurangan datangani
Keputusan atau Penolakan, Keputusan
Persetujuan menyimpan o I
Pengura- berkas sbg arsip Menerima Menerima
tomay M menyampai- Keputusan || Keputusan Produk
Penolakan |(\ - Keputusan dan Berkas ||~ dan berkas|| Hukum
kepada Wajib Permohonan
Pajak

BUPATBANYUMAS,
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LAMPIRAN VII 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

Kop Surat
KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang

Mengingal

a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan

1

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak 4
nomor %) tanggal ® yang diterima DPPKAD Kabupaten
Banyumas berdasarkan tanda terima nomor ) tanggal 8)
atas SPPT/SKPD PBB*) nomor 9 Tahun Pajak 10) dan
dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor 11

tanggal 12),

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan 13 tentang Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah |,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

82



Menetapkan

PERTAMA

Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN Y TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian /Menolak*)
permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam
SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor 15 Tahun Pajak 16)

a. Wajib Pajak
nama

NPWP 18
19)

17)

Alamal
b. Obyek Pajak
NOP &

PBB yang terutang Rp 21)

Alamat 22)

Desa/Kelurahan 23)

24
Kecamatan )

Kabupaten 29

sebesar 26) % ( #7) persen) dari PBB yang terutang.
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KEDUA

KETIGA

Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB*) Rp

b. Besarnya pengurangan

( 29) % X Rp Rp ..30) Rp.

C. Jumlah PBB yang terutang

setelah pengurangan (a-b) Rp

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.

34)

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP

Temusan disampaikan kepada

O U W N -

Keperangan

Arsip.

Bupati Banyumas (sebagai laporan),
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

‘) Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

35)

36)
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Petunjuk Pengisian Formulir Keputusan Pengurangan PBB-P2

Angka 1) diisi pejabat yang membuat keputusan.

Angka 2) disi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
Angka 3)  diisi dengan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan
Angka 4) diisi dengan nama Wajib Pajak (WP)

Angka 5)  diisi dengan nomor surat permohonan WP

Angka 6) , diisi dengan tanggal surat permohonan WP

Angka 7) diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka 8) diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Angka 9) diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB

Angka 10) diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB.

Angka 11) diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka 12) diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
Angka 13) diisi pejabat yang membuat keputusan

Angka 14) diisi pejabat yang membuat keputusan

Angka 15) diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB.

Angka 16) diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB

Angka 17) diisi dengan nama WP

Angka 18)  diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 19) diisi dengan alamat WP

Angka 20) diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

Angka 21) diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB
Angka 22) diisi dengan alamat objek pajak.

Angka 23) diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.

Angka 24) diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.

Angka 25) diisi dengan nama Kabupaten /Kota alamat objek pajak.

Angka 26) diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka 27) diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
Angka 28) diisi nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.

Angka 29) diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Angka 30) diisi dengan nominal PBB terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 31) diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB terutang dengan angka
Angka 32) diisi dengan nominal PBB terutang setelah pengurangan dengan angka.

Angka 33) diisi dengan nominal PBB terutang setelah pengurangan dengan huruf.
Angka 34) diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka 35) diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka 36)  diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

BUPATI BANYUMAS,




LAMPIRAN vII 2

PERATURAN BUPAT] BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJ UKAN SECARA KOLEKTIF

Kop Surat

KEPUTUSAN )
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang

Mengingal

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif nomor 4
tanggal S) LVRI/Desa/Kelurahan*) % yang
diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda
terima nomor ) tanggal 8 atas SPPT Tahun
Pajak 9 dan dengan meémpertimbangkan hasil penelitian
yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan
PBB Nomor 10) tanggal )2

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan 2 tentang
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kalj diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan di1 Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN 13) TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal. 14)
BUPATI BANYUMAS/A.n. BUPATI BANYUMAS?)
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

15)

NIP 25}

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

a H W N

Arsip.

Bupati Banyumas (sebagai laporan),
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

*) coret yang tidak perlu,
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Petunjuk Pengisian Keputusan Pengurangan PBB-p2 Secara Kolektif

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

diisi pejabat yang membuat keputusan

Diisi dengan nomor keputusan diterbitkan.

Diis1 dengan tahun keputusan diterbitkan

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama cabang LVRI/ Desa/Kelurahan atau nama organisasi
terkait penerima tanda Jasa bintang gerilya.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
diisi pejabat yang membuat keputusan

diisi pejabat yang membuat keputusan

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan

Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.

Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan®) 4)
Kecamatan o)
Kabupaten 6)
Tahun Pajak 7)
PBB yang|, BESASa [pe core | P38 vang

Wajib Pajak Objek Pajak|. > Y3 permohonan|* Shgurang Siliiang

No Terutang p PBB yang setelah  [Keputusan
engurangan
(Rp) terutang |Pengurangan
Nama dan alamat/NPWP[NOP[A lamat % | Rp [ % | Rp (Rp)
1 2 3 -4 S 6 7 8 9 10 11 12

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal. 8
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

9)

NIP +0)
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Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif

Angka 1)
Angka 2)
Angka 3)
Angka 4)
Angka 5)
Angka 6)
Angka 7)
Angka 8)
Angka 9)

diisi pejabat yang membuat keputusan.

Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan

Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.

Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.

Pengisian kolom

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12

O 00 N O U1 & W N —

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT

Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT

Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT

Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang dimohon.
Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang dimohon.
Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang diberikan.
Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang diberikan.
Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan.

Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau

menolak.
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LAMPIRAN VII 3

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

Kop Surat

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor 800/ 1) /20 2)

1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

—

Peratuarn Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan di Kabupaten Banyumas.

MENUGASKAN
Nama 3)
NIP i
Pangkat/Gol 9
Jabatan 6)
Nama 2
NIP 4
Pangkat/Gol S
Jabatan 2

melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas permohonan
pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak secara

perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak
7)

a. nomor surat permohonan 8)
tanggal surat permohonan 9)
nama Wajib Pajak 10)

alamat Wajib Pajak 11)

Nomor Objek Pajak (NOP) 12)
alamat Objek Pajak 13)
b nomor surat permohonan 8)
tanggal surat permohonan 9
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nama Wajib Pajak 10)
alamat Wajib Pajak 11)
Nomor Objek Pajak (NOP) 12)
alamat Objek Pajak 13)
c. dan seterusnya
2 mulai tanggal 14) sampai dengan tanggal 15)
3 Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Perintah Tugas ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.
4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati
Banyumas cq Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
S Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami

minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaantugas tersebut.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 16)
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

17)

NIP 18)

*) coret yang tidak perlu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

O ol SN @y en I o

Angka
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17

Angka 18

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tahun Surat Tugas.

Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.

Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.

Diis1 dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang
bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif

Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam
hal diajukan secara kolektif

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif)

Diisi dengan dengan alamat lokas;i Objek Pajak.

Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.

Diis1 dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Tugas.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
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LAMPIRAN VII 4

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANY UMAS

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

Kop Surat
Purwokerto, 1)
Nomor 2) Kepala Yth
Sifat Segera 3)
Perihal Pemberitahuan Penelitian
di Lapangan Permohonan di

Pengurangan PBB

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB

Saudara/yang digjukan Kepala Desa/Lurah*) nomor 4)
tanggal o) atas **)
a. SPPT/SKP PBB *) NOP % (dalam hal diajukan secara

perseorangan), atau

b. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),
dengan i diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di
lapangan pada hari/ tanggal 7} sampai dengan

hari/tanggal &)

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara

atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

9)

NIP 10

*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

94



Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2

Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Diis1 dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah
bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal
diajukan secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif)

Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.

Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
surat pemberitahuan.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat

pemberitahuan.

BUPATI

95



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN
DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

. Deskripsi.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan/

Penghapusan Denda Administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak. Proses

Pengurangan/Penghapusan Denda Administrasi dimulai dari penerimaan berkas

permohonan sampai dengan persetujuan atau penolakan.

. Dasar Hukum.

1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

Pihak yang Terkait.

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

Pelaksana Seksi Pelayanan.

Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

Wajib Pajak.

Formulir yang Digunakan.

© 0 Nq OGN W N e

1 Surat Permohonan Wajib Pajak
2 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
. Dokumen yang Dihasilkan.
1 Surat Pengantar
2 Berita Acara Hasil Penelitian Kantor dan/atau Berita Acara Hasil Penelitian
Lapangan.
3 Bukti Penerimaan Surat (BPS)
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4 Keputusan Pemberian Pengurangan/ Penghapusan Denda Administrasi atau

penolakan

F  Prosedur Kerja

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan denda
adminitrasi kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.
Petugas Pelayanan menerima permohonan pengurangan / penghapusan denda
adminitrasi, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, berkas permohonan
Pengurangan PBB dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam
hal berkas permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, Petugas Pelayanan
akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus
Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
akan digabungkan dengan berkas permohonan pembatalan, dan kemudian
diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan meneliti berkas pemohonan pengurangan/pengha-
pusan denda adminitrasi selanjutnya menyampaikan ke Kepala Bidang P-2L.
Kepala Bidang P-2L menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Penagihan dan Keberatan untuk memproses pemohonan pengurangan/
penghapusan denda adminitrasi.

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan meneruskan berkas permohonan
pengurangan/penghapusan denda adminitrasi kepada Pelaksana Seksi
Penagihan dan Keberatan untuk melakukan penelitian kantor atau penelitian
lapangan dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita
Acara Hasil Penelitian Lapangan.

Pelaksanan Seksi Penagihan dan Keberatan melakukan verifikasi apakah
permohonan tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan atau cukup
dengan penelitian kantor Selanjutnya melakukan penelitian lapangan atau
penelitian kantor sesuai dengan dokumen yang ada dan membuat Berita
Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan
yang sekaligus membuat rekomendas;j bahwa permohonan tersebut
dikabulkan atau ditolak. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada
Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan beserta berkas permohonannya.
Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan melakukan penelaahan dan
mengetahui/menyetujui atas Berita Acara Hasil Penelitian Kantor atau Berita
Acara Hasil Penelitian Langan dan rekomendasi yang disampaikan,
selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran berikut berkas permohonannya untuk penerbitan keputusan
tentang persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan

seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan pengurangan/
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penghapusan denda adminitrasi kepada pelaksana Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih lanjut.

9 Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran, atas dasar hasil
penelitian kantor atau penelitian lapangan serta rekomendas: dari Kepala
Seksi Penagihan dan Keberatan,kemudian menyiapkan konsep Keputusan
Kepala DPPKAD tentang pembatalan atau penolakan atas permohonan
pengurangan/penghapusan denda administrasi. Selanjutnya  konsep
Keputusan Kepala DPPKAD tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep Keputusan Kepala DPPKAD tersebut, kemudian konsep
Keputusan Kepala DPPKAD berikut berkas permohonannya disampaikan
kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan
dan Angsuran tidak menyetujui konsep keputusan dimaksud, Pelaksana
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki tersebut.

11 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki konsep tersebut.

12 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani keputusan
tentang persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan/
penghapusan denda adminitrasi, kemudian dikembalikan kepada Kepala
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

13 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan
Keputusan Kepala DPPKAD yang sudah ditandatangani tersebut kepada
Kepala Seksi Pelayanan dan menugaskan Pelaksana Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran untuk melakukan pemutakhiran data SISMIOP

14 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Keputusan Kepala DPPKAD yang sudah
ditandatangani tersebut berikut berkas permohonannya kepada Petugas
Pelayanan

15 Petugas Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Keputusan tentang
persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan/ penghapusan
denda adminitrasi kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan
sebagai arsip.

16. Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 3 (tiga) bulan.
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A. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

Wajib Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi | Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Kepala
Pajak Seksi Seksi P-2 Seksi P-2A Pelayanan P-2 P-2A Bidang DPPKAD
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maan Membuat BA Penelitian Menelah
Surat dan Kantor/ Lap. hasil penelitian
(BPS) L Kantor/Lap,
menugaskan
untuk mem-
buat konsep
kep. Pengura-
Membuat ngan/pengha.-
pusan sanksi
konsep Kep.
Pengurangan/ -— ,
penghapusan N
sankis adm. Meneliti dan
konsep
» || Keputusan —_‘
dan memaraf
\/J Meriview,
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dan me-
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Menerima Kepu- konsep \l
tusan Persetujuan Keputusan
% Pengurangan/ Menyetujui
> penghapusan dan menan-
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Keputu‘san menyimpan Keputusan
Persetujuan berkas sbg arsip
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LAMPIRAN VIII 1

PERATURAN BUPATI BANY UMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI

Kop Surat
KEPUTUSAN 1)
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

4)

surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib

Pajak S nomor 6 tanggal ) yang diterima DPPKAD
Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 8)
tanggal 9 atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor 10)
Tahun Pajak 1,

a. bahwa hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda
administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian Pengurangan/ Penghapusan Denda Administrasi PBB-
P2 nomor 12) tanggal 13), terdapat/tidak terdapat®)
cukup alasan untuk mengurangkan/menghapuskan denda
administrasi PBB-P2,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas,
perlu menetapkan keputusan tentang pengurangan/ penghapusan
denda administrasi PBB-P2,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ,
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Menetapkan

PERTAMA

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor  Tahun tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN 19 TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN¥)
DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan
pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2 atas
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor 15) Tahun Pajak 16)

a. Wajib Pajak

Nama 17)
NPWP 18)
Alamat 19)
b Objek Pajak
NOP 20)
Alamat 21)
Desa/Kelurahan 22)
Kecamatan 23)
Kabupaten 24)

Sebesar % 29 ( 26) persen) dari denda administrasi PBB-P2
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KEDUA

KETIGA

Tembusan

O U A W N

Keterangan

Arsip.

Sesuai diktum PERTAMA, besarnya denda administrasj PBB setelah

pengurangan adalah sebagai berikut

a. denda administrasi Rp. 27)
b. besarnya pengurangan (% X Rp. ) Rp 28)
¢ denda administrasi setelah pengurangan (a-b) Rp. 29)

( )20

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31)
BUPATI BANYUMAS/A.n. BUPATI BANYUMAS *)
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas

32)

NIP 33)

Bupati Banyumas, sebgai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

*) Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22

Angka 23

Diisi dengan nama Jabatan yang menerbitkan keputusan
Diisi dengan nomor keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tahun keputusan diterbitkan.
Diisi dengan nama Jabatan yang menerbitkan keputusan

Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permintaan

pengurangan denda administrasi PBB-P2

Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi
PBB-P2

Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi
PBB-P2

Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda
administrasi PBB-P2

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan
denda administrasi PBB-P2

Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB-P2
Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda
Administrasi PBB-P2

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda
Administrasi PBB-P2

Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan keputusan
Diisi dengan nomor SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB=P2
Diisi dengan nama WP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat WP

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

Diisi dengan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.

Diisi dengan nama Kecamatan /letak objek pajak.
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Angka 24  Diisi dengan nama Kabupaten.

Angka 25 Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB-P2

dengan angka.

Angka 26 Diisi persentase peéngurangan denda administrasi PBB-P2 dengan

huruf.

Angka 27 Diisi dengan nominal denda administrasi PBB-P2 sebelum pengurangan

dengan angka.

Angka 28 Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB-P2 dengan

angka.

Angka 29 Diisi dengan nominal denda administrasi PBB-P2 setelah pengurangan

dengan angka.

Angka 30 Diisi dengan nominal denda administrasi PBB-P2 setelah pengurangan

dengan huruf.
Angka 31 Diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan.
Angka 32 Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Keputusan.

Angka 33 * Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Keputusan.

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO
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LAMPIRAN VIII 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN  BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANY UMAS

FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI
PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ) TAHUN 23
TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2
SECARA KOLEKTIF

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca surat permintaan pengurangan/penghapusan denda administrasi

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

nomor 3) tanggal 4 Desa/Kelurahan*) S Tahun Pajak 6)

yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda

terima nomor ) tanggal 8),

Menimbang a. bahwa hasil penelitian atas permintaan pengurangan/pengha-
pusan denda administrasi PBB-P2 sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/ Penghapusan
Denda Administrasi PBB-P2 nomor 9) tanggal 10),
terdapat/tidak terdapat?®) cukup alasan untuk mengurangkan /
menghapuskan denda administrasi PBB-P2,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas,
perlu menetapkan keputusan tentang pengurangan/penghapusan
denda administrasi PBB-P2 secara kolektif;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor  Tahun tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak*) permintaan
pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud
dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11,
kepada Wajib Pajak yang nama, alamat, dan NPWP-nya tersebut
dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat
tersebut dalam kolom 4 dan 5 serta besarnya denda administrasi
PBB-P2 setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom
12 daftar Lampiran ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 11)

a.n. BUPATI BANYUMAS

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,
12)

NIP 13)

Bupati Banyumas, sebgai laporan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

5. ATSIp.
Keterangan

1

2

3 Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,
4

5

¥) coret yang tidak perlu,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Angka
Angka

Angka

Angka

Angka
Angka

Angka

Angka

Angka

Angka

Angka
Angka

Angka

1

2
3

10

11
12

13

Diisi dengan nomor keputusan yang ditetapkan.
Diisi dengan tahun keputusan yang ditetapkan.

Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi

PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.

Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi

PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
Diisi dengan nama Desa/Kelurahan.
Diisi dengan Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda

administrasi PBB.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan

denda administrasi PBB.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda

Administrasi PBB.

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda
Administrasi PBB.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH NOMOR. TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA
KOLEKTIF

DAFTAR LAMPIRAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI
PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Keluraha 1)
Kecamatan 2)
Kabupaten 3)
Tahun Pajak &
Besamya Permintaan Besamya Denda Administrasi
Waijib Pajak Objek Pajak Pokok Denda Pengurangan Denda Pengurangan Setelah
No Pajak | Administrasi Administrasi Denda Administrasi Pengurangan Ktr
Nemadan | newe | NOP | Alamat | (RP) R} 1 g Rp % Rp (Ro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12(7-12) 13

A.n. BUPATI BANYUMAS
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

5)

NIP 6)
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

diisi nama Desa/Kelurahan

diisi nama Kecamatan

diisi nama Kabupaten

diidi tahun pajak

diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam
SPPT/SKP PBB/STP PBB

Diisi dengan NPWP masing-masing Wajib Pajak.

Diisi dengan NOP sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP
PBB

Diisi dengan alamat objek pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP
PBB/STP PBB.

Diisi dengan pokok pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP
PBB/STP PBB diluar denda administrasi PBB

Diisi dengan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP
PBB/STP PBB

Diisi dengan persentase permintaan pengurangan denda administrasi
PBB

Diisi dengan nominal permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB

Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan.

Diisi dengan keterangan yang sesuai dengan keputusan, seperti
dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak.

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO
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LAMPIRAN VIII 3

PERATURAN BUPATI BANY UMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

NOMOR ) TAHUN 2)
TENTANG
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang
diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *),

(2) nomor (3) tanggal
(4) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor (5) Tahun
Pajak (6) besarnya Utang PBB sebesar Rp. (7)
rupiah (8)) yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas
berdasarkan tanda terima nomor (10) tanggal
(11),

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran

Utang PBB nomor (12) tanggal (13) perlu

menetapkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB atas

permohonandimaksud,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan
pengangsuran pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam

SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*¥) nomor (14)
Tahun Pajak (15)
a. Wajib Pajak
nama (16)
NPWP (17)
alamat (18)
b. Objek Pajak
NOP (19)
Utang PBB (20)
Jatuh Tempo (21)
alamat (22)
Desa/Kelurahan*) (23)
Kecamatan (24)
Kabupaten /Kota*) (25)

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut
ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB sebesar Rp
(26) sebanyak (27) kali.

Ketentuan penghitungan besarnya angsuran  sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut

an_ | Besarnya | Jatuh tempo | " Denda
_ | angsuran | pembayaran | Administrasi
(30) (31)

T2 |

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih
dengan menggunakan STPD PBB
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
dilakukan di (32)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuaij
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (33)

pada tanggal (34)

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD,

(395)
NIP (36)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

U D WN

Arsip.

Keterangan.

Bupati Banyumas (sebagai laporan)
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Inspektur Kabupaten Banyumas,

Wajib Pajak.

*) Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

U B WN

Angka
Angka

~N O

Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20

Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31

Angka 32
Angka 33

Angka 34
Angka 35

Angka 36

diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB

diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak

diisi nomor surat permohonan peéngangsuran pembayaran PBB

diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB

diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB atau nomor STP
PBB

diisi tahun SPPT atau SKP PBB atau STP PBB

diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB
atau STP PBB

diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB
atau STP PBB dengan huruf

diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran
pembayaran PBB

diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB
diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB
diisi nomor SPPT atau SKP PBB atau STP PBB

diisi tahun penerbitan SPPT atau SKP PBB atau STP PBB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diisi alamat Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
ditulis dengan angka

diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB

diisi alamat objek pajak

diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

diisi nama Kecamatan letak objek pajak

diisi nama Kabupaten /Kota letak objek pajak

diisi dengan jumlah utang PBB yang diangsur

diisi dengan jumlah masa angsuran

diisi nomor angsuran

diisi dengan besarnya angsuran

diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran

diisi dengan besarnya denda administras: sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 ayat (3) UU PBB

diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengangsuran
pembayaran PBB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran
pembayaran PBB.

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran
pembayaran PBB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran
pembayaran PBB

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO
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LAMPIRAN VIII 4

PERATURAN BUPATI BANY UMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1) TAHUN 2)
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang

diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak?*) 2)

nomor 3) tanggal % atas SPPT/SKPD /STPD PBB*¥)

nomor ) Tahun Pajak ®besarnya Utang PBB sebesar

Rp R rupiah 8) yang diterima DPPKAD Kabupaten

Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal Ly

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran

Utang PBB nomor (12 tanggal (13 perlu

menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

Utang PBB atas permohonan dimaksud,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Menentukan

KESATU

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENUNDAAN

PEMBAYARAN PBB-P2

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/ Menolak*) permohonan
penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor 19 Tahun Pajak 15)

a. Wajib Pajak

nama 16)
NPWP 17)
alamat 18)
b. Objek Pajak
NOP 19)
Utang PBB-P2 20)
Jatuh Tempo 21)
alamat 22)
Desa/Kelurahan*) 23)
Kecamatan 24)
Kabupaten 25)

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut
ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp

26) dengan ketentuan sebagai berikut:
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KETIGA

KETIGA

Tembusan

1

a » W N

1 ditunda sampai dengan tanggal 27), dan

2 dikenai denda administrasij berupa denda administrasi sebesar
Rp. %8) yang ditagih dengan STP PBB

Pelunasan Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya

sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan dj 29).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 1)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANY UMAS,

32)
NIP 33)

Bupati Banyumas, sebgai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

Arsip.

‘) Pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka

Angka
Angka
Angka

Angka

NOULDA WN

(0]

10
11
12
13
14
15
16
174
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

diisi nomor Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB

diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

diisi nomor surat permohonan penundaan pembayaran PBB

diisi tanggal surat permohonan penundaan pembayaran PBB

diisi Nomor Objek Pajak (NOP), nomor SKP PBB, atau nomor STP PBB
diisi tahun SPPT, SKP PBB, atau STP PBB

diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB

diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB dengan huruf

diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan penundaan
pembayaran PBB

diisi nomor tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB
diisi tanggal tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB
diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB

- diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB

diisi nomor SPPT, SKP PBB, atau STP PBB

diisi tahun penerbitan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diisi alamat Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
ditulis dengan angka

diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB

diisi alamat objek pajak

diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

diisi nama Kecamatan letak objek pajak

diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak

diisi dengan jumlah utang PBB yang ditunda

diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB

diisi dengan besarnya denda administrasi sesuaj dengan ketentuan
Pasal 11 ayat (3) UU PBB

diisi dengan bank/pos persepsi atau bank/pos tempat pembayaran
yang digunakan untuk pembayaran penundaan Utang PBB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan penundaan pembayaran
PBB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan penundaan
pembayaran PBB

diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan penundaan
pembayaran PBB




LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PBB-P2

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas
pengembalian pembayaran PBB
B Dasar hukum

1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusij
Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
C. Pihak yang Terkait.
1 Kepala DPPKAD
Kepala Bidang P-4
Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Perbendaharaan
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
Kepala Seksi Bina Keuangan
Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung
Bendahara Pengeluaran SKPKD
Pelaksana Seksi Pelayanan

O W ~NO U S W N

—
— O

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
Pelaksana Seksi Belanja Tidak Langsung

13 Wajib Pajak
D Formulir yang Digunakan

—
[\

Surat Permohonan Wajib Pajak
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
Surat Jawaban dan Data Tunggakan Pajak
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Perintah Membayar (SPM)

6. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP-2D)
E. Dokumen yang Dihasilkan

1 Bukti Penerimaan Surat (BPS)

2 Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)

A A W N~
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3. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP
PBB)

4 Surat Ketetapan Pajak Ddaerah PBB (SKP PBB)

OS. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak

Prosedur Kerja

1 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembaalian kelebihan pembayaran
PBB kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan.

2 Petugas Pelayanan menerima permohonan pengembaalian kelebihan
pembayaran PBB, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan pembetulan belum lengkap, berkas permohonan
pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pelayanan akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan berkas permohonan pembetulan, dan kemudian diteruskan kepada
Kepala Seksi Pelayanan.

3 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas pemohonan kepada Kepala
Bidang P-4

4 Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk memproses permohonan
pengembaalian kelebihan pembayaran PBB.

S Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan penelaahan
seperlunya dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan permohonan
pengembaalian kelebihan pembayaran PBB kepada pelaksana Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk proses lebih lanjut.

6. Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran kemudian
melakukan pencocokan berkas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB dengan data base SISMIOP Dalam hal tidak ditemukan
adanya kelebihan pembayaran pajak PBB, maka dibuatkan konsep surat
jawaban bahwa sesungguhnya tidak terjadi adanya kelebihan pembayaran
pajak. Konsep surat tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk selanjutnya dimintakan tanda
tangan Kepala Dinas yang terlebih dahulu diparaf oleh Kepala Seksi
Penghitungan, Penetapan dan Angsuran serta Kepala Bidang P-4

7 Apabila ternyata benar adanya kelebihan pembayaran PBB berdasarkan data
SISMIOP, maka terus menyiapkan konsep Surat Keputusan Pajak Daerah
Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (SKPDLB PBB) dan konsep Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(SKPKP PBB), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran.

8 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
PBB-P2 dan konsep keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-
P2, kemudian kedua konsep keputusan tersebut berikut berkas
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permohonannya disampaikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal Kepala
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak menyetujui terhadap
kedua konsep surat ketetapan tersebut, Pelaksana Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki konsep surat ketetapan
tersebut.

9 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui terhadap
kedua konsep surat ketetapan tersebut, Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran harus memperbaiki konsep tersebut.

10 Kepala DPPKAD mereview, menetapkan dan menandatangani SKPDLB PBB
dan SKPKP PBB, kemudian dikembalikan kepada Kepala Seksi Penghitungan,
Penetapan dan Angsuran, selanjutnya diteruskan ke Bidang Anggaran.

11 Kepala Bidang Anggaran memerintahkan dan mendisposisi kepada Kepala
Seksi Bina Keuangan untuk memproses lebih lanjut.

12 Kepala Seksi Bina Keuangan menugaskan bendahara pengeluaran SKPKD
untuk menyiapkan SPPKP dan SPMKP Apabila yang akan dibayar adalah
kelebihan pembayaran pajak tahun yang lalu, menyiapkan konsep keputusan
Bupati tentang Penggunaan BTT Setelah diterbitkannya Keputusan Bupati,
Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan SPMK kepada Kepala
DPPKAD untuk ditandatangani.

13 Setelah SPMK ditandatangani selanjutnya disampaikan ke Kepala Bidang
Perbendaharaan untuk diterbitkan SP-2D

14 Kepala Bidang Perbendaharaan menugaskan kepada Kepala Seksi Belanja
Tidak Langsung untuk menyiapkan konsep SP-2D

15 Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung Menugaskan kepada Pelaksana Seksi
Belaanja Tidak Langsung untuk menyiapkan konsep SP-2D, selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Seksi Belanja Tidak Lanngsung.

16. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung meneliti dan memaraf konsep SP-2D,
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk
ditandatangani.

17 Kepala Bidang Perbendaharaan menandatangani SP-2D selanjutnya
disampaikan kepada Seksi Kasda.

18. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengambil SP-2D yang sudah
ditandatangani di Seksi Kasda selanjutnya menginformasikan kepada Wajib
Pajak/kuasanya bahwa proses pengembalian telah selesai untuk mengecek
direkening Bank milik wajib pajak.

19 SPPKP, SPMKP dan SP-2D ditatausahakan pada Bendahara Pengeluaran
SKPKD

20 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak

secara lengkap.
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H. Bagan Arus (Flow Chart)

WTA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2
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TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2
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BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO
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LAMPIRAN IX. 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-2

Kop Surat

NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Untuk Wajib Pajak 1 ORANG PRIBADI
2. BADAN
Untuk Jenis Ketetapan/Surat Lainnyal) 1 SKKP PBB
2. SPb
3. SKP PBB
Dasar Penerbitan 1 Penelitian
2. Pemeriksaan
DATA DOKUMEN DATA WAJIB PAJAK
Permohonan Lebih Bayar (LB) Nama
Nomor NPWP
Tanggal Alamat
Laporan Hasil Penelitian /Pemeriksaan1
Nomor
Tanggal
SPPT/SKPD/STPD ! Nomor
Tanggal Jatuh Tempo Kabupaten
Tahun Pajak Kode Pos
DATA OBJEK PAJAK
NOP
Alamat
RT/RW
Desa/Kelurahanl
Kecamatan
Kabupaten
Kode Pos
JUMLAH MENURUT
WAJIB PAJAK/ FISKUS/
UB KETETAPAN PETUGAS
DOKUMEN PEMBAYARAN PAJAK
Penghitungan pajak yang terutang:
1 PBB yang terhutang dalam SPPT/SKP PBB /STP PBB 1| Nomor Rp Rp
Tahun ....
2. Pengurangan Rp Rp
3. PBB yang harus dibayar (angka 1 angka 2) Rp Rp
4. PBB yang telah dibayar-
a. Rincian Pembayaran.
1) SSPD PBB-P2/STTS NOP ..... Tanggal ...... RP Rp
2) SSPD PBB-P2/STTS NOP .. Tanggal Rp Rp
(dapat ditambahkan baris baru sebanyak pembayaran)
b. Jumlah total pembayaran (total angka 4.a) Rp Rp
S. Jumlah yang 2
a. Kurang dibayar Rp
b. Lebih dibayar (angka 4.b angka 3) Rp
c. Nihil Rp
Terbilang: O NS cobina copoin | e e T T

DIHITUNG | DITELITI | DISETUJUI | DITETAPKAN | PENOMORAN | DATA ENTRY KONTROL KELUARAN EKSPEDISI | ARSIP

1) Coret yang tidak perlu.
2) Beri tanda silang pada kotak yang sesuai.
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PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

A. Umum

1 Formulir Nota Penghitungan  Penyelesaian Permohonan Kelebihan

Pembayaran PBB-P2 ini digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian
atau pemeriksaan yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak atau surat
lainnya, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 (SKPDLB

PBB-P2), Surat Pemberitahuan (SPb), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar PBB-P2 (SKPDKB PBB-P2)

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/surat, satu
NOP, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), dan satu Tahun Pajak.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

- lembar ke-1 dikirim ke Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
diterbitkan SKPDLB PBB-P2 /SKPDKB PBB-P2,

- lembar ke-2 untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

B Petunjuk Pengisian

1

Data (Identitas)

- Untuk Wajib Pajak Diberi tanda lingkaran pada nomor yang
sesuai dengan Wajib Pajak yang akan
diterbitkan ketetapan.

- Untuk Jenis Ketetapan/ Diberi tanda lingkaran pada nomor yang
Surat lainnya sesuai dengan jenis ketetapan yang akan
diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Diberi tanda lingkaran pada nomor yang
sesuai dengan dasar diterbitkannya
ketetapan.

Data Dokumen
- Permohonan Lebih Bayar (LB)

- Nomor Diisi dalam hal Wajib Pajak (WP) mengajukan
permohonan pengembalian atas pajak yang
lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat
permohonan WP

- Tanggal Diisi dalam hal WP mengajukan permohonan
pengembalian atas pajak yang lebih dibayar,
sesuai dengan tanggal surat permohonan WP

- Lap. Penel/Pemerik Coret yang tidak perlu.

- Nomor Cukup jelas.

- Tanggal Cukup jelas.

- SPPT/SKPD/STPD No. Diisi Nomor SPPT/SKPD/STPD yang

dimohonkan pengembalian.

SPPT/SKPD/STPD adalah yang terbaru atau
hasil dar1 proses keberatan/pembetulan yang

terbaru.

- Tanggal Jatuh Tempo Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada
SPPT/SKPD/STPD

- Tahun Pajak Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD

yang diteliti/diperiksa.
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Data Wajib Pajak

Nama
NPWP
Alamat
Kabupaten
Kode Pos

Data Objek Pajak

NOP

Alamat

RT/RW
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Kode Pos

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Coret yang tidak perlu.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi alamat Tanah dan /atau Bangunan.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

2 Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- Fiskus/Keputusan

Ketetapan

Baris/Nomor Urut

Penghitungan PBB-P2
Angka 1 s/d angka 5

Diisi jumlah rupiah sesuai dengan Ketetapan
atau SSPD, Struk atau bukti pembayaran
lainnya.

Diisi jumlah rupiah menurut penghitungan
pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil
pemeriksaan/penelitian.

Cukup jelas.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung

- Diteliti

- Disetujui

- Ditetapkan

Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan
tanggal paraf dibubuhkan.

Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Ketua Tim
Pemeriksa dan tanggal paraf dibubuhkan.

Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala
Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur
Jenderal Pajak kepada para pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan
tanggal paraf dibubuhkan.

Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala
Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur
Jenderal Pajak kepada para pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan
tanggal paraf dibubuhkan
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Penomoran

Data Entry

Kontrol keluaran

Ekspedisi

Arsip

Diisi dengan paraf petugas data entry dan
tanggal selesai perekaman.

Diisi dengan paraf petugas data entry dan
tanggal selesai perekaman.

Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan
keluaran dibandingkan dengan sumber data
perekaman, dan tanggal pencocokan
dilakukan.

Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan
tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib
Pajak.

Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan
tanggal dilakukannya pemberkasan.

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO
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LAMPIRAN IX. 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PBB-P2

Kop Surat

KEPUTUSAN H
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG

KETETAPAN KELEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

4)

surat pengajuan pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh

Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) 5} nomor 6)
tanggal ) atas 8 nomor 9 tanggal 10)
Tahun Pajak 11) yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas
berdasarkan tanda terima nomor 12) tanggal 13),

bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan*)  terdapat
kelebihan pembayaran PBB-P2, oleh karena itu perlu menetapkan
besarnya kelebihan pajak yang akan dikembalikan kepada wajip

pajak;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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3

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),
S Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN 1Y) TENTANG KETETAPAN LEBIH BAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERTAMA Menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
a. Wajib Pajak
nama 13)
NPWP 16)
alamat 14
b. SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
nomor 15
tanggal 19)
PBB terutang <
c Objek Pajak:
alamat 2l
desa/kelurahan?*) 22)
kecamatan )
kabupaten 29
KEDUA Sesuai dengan diktum PERTAMA, kelebihan pembayaran PBB-P2
tahun 25 sebesar Rp 26) ( )27
KETIGA Penghitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 sesuai diktum KEDUA

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 28)
BUPATI BANYUMAS/

A.n. BUPATI BANYUMAS"
29)

30)
31)

32)
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.

1 Bupati Banyumas, sebagai laporan
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Inspektur Kabupaten Banyumas

Wajib Pajak 33)
Arsip.

a P~ WO N

*) Coret yang tidak perlu.
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26

Angka 27

Angka 28
Angak 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33

diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan surat keputusan.
diisi dengan nomor keputusan
diisi dengan tahun keputusan.
diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan surat keputusan.

diisi nama pemohon /kuasa pemohon.

diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PBB-P2 yang diajukan Wajib Pajak.

diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

diisi dengan ketetapan yang dimohonkan kelebihan bayar PBB-P2

diisi dengan nomor ketetapan PBB-P2 yang diajukan permohonan.

diisi dengan tanggal ketetapan PBB-P2 yang diajukan permohonan.

diisi dengan tahun pajak.

diisi dengan nomor tanda terima permohonan permohonan.

diisi dengan tanggal tanda terima permohonan permohonan.

diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan surat keputusan.

diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajuan permohonan.

diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan.

diisi dengan alamat Wajib Pajak.

diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT yang diajukan permohonan.
diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2

diisi dengan jumlah PBB-P2 terutang yang tertera dalam SPPT

diisi dengan alamat objek pajak.

diisi dengan desa/kelurahan letak objek pajak.

diisi dengan kecamatan letak objek pajak.

diisi dengan kabupaten letak objek pajak.

diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan.

diisi dengan angka jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atau
penelitian.

diisi dengan huruf jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atau
penelitian.

diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.

diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan keputusan.

diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan keputusan.

diisi dengan pangkat pejabat yang menerbitkan keputusan.

diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menerbitkan keputusan.
diiisi nama wajib pajak yang mengajukan permohonan.
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LAMPIRAN IX. 3

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH KEPUTUSAN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PBB-P2
Kop Surat
KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2 TAHUN 3)
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
4)
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan ) tentang Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Perkotaan Nomor 6) tanggal 7} perlu menetapkan
Keputusan 8 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E),
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 2 Seri D),

9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 2 Seri D),

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN 9% TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
yang yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak

Nama 10)
Alamat 11)

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya PBB-P2 yang dikembalikan adalah sebesar
Rp 12) ( )13)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Tembusan
Keputusan ini disampaikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14)

BUPATI BANYUMAS/
A.n. BUPATI BANYUMAS"
15)

16)
17)
18)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.

1 Bupati Banyumas, sebagai laporan

a H~ W N

Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Inspektur Kabupaten Banyumas
Wajib Pajak 19)

*) Coret yang tidak perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PBB-P2

Angka 1)
Angka 2)
Angka 3)
Angka 4)
Angka 5)
Angka 6)
Angka 7)
Angka 8)
Angka 9)
Angka 10)
Angka 11)
Angka 12)

Angka 13)

Angka 14)
Angka 15)
Angka 16)
Angka 17)

Angka 18)
Angka 19)

Diisi nama jabatan pejabat yang membuat kepusan.
Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.

Diisi dengan tahun keputusan yang diterbitkan.

Diisi nama jabatan pejabat yang membuat kepusan.
Diisi nama jabatan pejabat yang membuat kepusan.
Diisi dengan Nomor KPDLB PBB-P2

Diisi dengan tanggal KPDLB PBB-P2

Diisi nama jabatan pejabat yang membuat keputusan.
Diisi nama jabatan pejabat yang membuat keputusan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak

Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Diisi dengan nominal bersarnya uang yang akan dikembalikan
ditulis dengan angka.

Diisi dengan nominal bersarnya uang yang akan dikembalikan
ditulis dengan huruf.

Diisi tanggal keputusan saat terbitkan.

Diisi nama jabatan yang membuat keputusan.
Diisi nama pejabat yang membuat keputusan.
Diisi pangkat pejabat yang membuat keputusan.

Diisi NIP pejabat yang membuat keputusan.

Diisi nama wajib pajak yang mengajukan permohonan.

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO
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LAMPIRAN IX. 4

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH SPP PENGEMBALIANPENDAPATAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No SPP
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian
Pendapatan sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran diterimanya
pendapatan

b. Untuk Keperluan
¢. Nama Bendahara Pengeluaran
d. Jumlah Pembayaran yang diminta Rp
(terbilang: )

e. Penerima

a. Nama

b. No Rekening Bank

c. Nama Bank
f. Rencana Penggunaan.
No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

XXX XX . XX XXXXXXX

Jumlah

Terbilang:

Bendahara Pengeluaran

NIP
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CONTOH SPM LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

PENGEMBALIAN PENDAPATAN POsSEM SRS s

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian

pendapatan tahun. .. ..kepada.

SKPD

Bendahara/Nama Penerima

No. Rekening Bank

Nama Bank SN, S o

e 2 e S

Pembebanan Pada Kode Rekening:

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

XXX XX XX XXXXXXX

Jumlah
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta 55 ol e
(- )
Nomor dan tanggal SPP SO et
Pengguna Anggaran,
NIP
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CONTOH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP-2D)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM Sk lae i Dari
Tanggal 3 Nomor
SKPD Tanggal

Tahun Anggaran

Banlk' . .
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor .. . uang
sebesar Rp....... s w )
Kepada
No. Rekening Bank
Nama Bank
Keperluan Untuk
No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

XXX XX XX XXXXXXX

Jumlah | |

Jumlah SP2D yang dibayarkan Rp.

Uang sejumlah e

Lembar 1 Bank yang Ditunjuk

Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3: Arsip Kuasa BUD

Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketiga*

Kuasa Bendahara Umum Daerah

NIP
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP

A. Deskripsi
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian penebitan SPPT dan
DHKP sampai dengan penyampaian SPPT kepada wajib pajak dan DHKP
kepada petugas pemungut.

B Dasar Hukum

1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

C. Pihak yang Terkait.

©® N0 U AN e

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Bidang P-2L

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan.

Wajib Pajak.

D Dokumen yang Dihasilkan

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP)
E. Prosedur Kerja

1

Kepala DPPKAD menugaskan Kepala Bidang P-4 untuk mempersiapkan
persiapan dan pelaksanaan proses cetak SPPT dan DHKP

Kepala Bidang P-4 menugaskan Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan
dan Angsuran untuk mempersiapkan proses cetak SPPT secara massal.
Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran menugaskan OC
mempersiapkan basisdata SISMIOP untuk persiapan pencetakan SPPT

OC mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan SISMIOP dan
peralatan yang diperlukan untuk persiapan cetak masal SPPT dan DHKP
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10

il

12

13

14

15

16.

| 474

18

Setelah seluruh proses persiapan cetak massal selesaj dilakukan, OC
melaporkan kepada Kepala Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran menugaskan
Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk
melakukan pencetakan massal SPPT dan DHKP

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan
pencetakan massal SPPT dan DHKP PBB-P2, kemudian menyortir SPPT
dan DHKP per desa/kelurahan.

SPPT yang tanda tangan basah Kepala DPPKAD, Kepala Seksi Penghi-
tungan, Penetapan dan Angsuran menyampaikan Konsep SPPT yang akan
ditandatangani Kepala DPPKAD dengan meneliti dan memaraf SPPT
terlebih dahulu, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang P-4
Kepala Bidang P-4 meneliti dan memaraf konsep SPPT selanjunya
menuyampaikan kepada Kela DPPKAD

Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani SPPT Selanjutnya SPPT
diserahkan kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran menugaskan
pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk
memberikan cap DPPKAD pada SPPT

SPPT yang sudah selesai dicetak dan dikelompokkan pada masing-masing
Desa/Kelurahan disampaikan kepada Kepala Bidang P-2L untuk
disampaikan kepada Wajib Pajak.

Kepala Bidang P-2L menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan
Keberatan dan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan menyampaikan
kepada pelaksana Seksi Pelayanan dan Keberatan.

Pelaksana Seksi Pelayanan dan Keberatan membuat konsep Surat
Pengantar dan Berita Acara penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2

Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar
dan Berita Acara penyampaian SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2

Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Pengantar dan
Berita Acara penyampaian SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2

SPPT dan DHKP disampaikan ke Kecamatan beserta dengan Surat
Pengantar dan Berita Acara Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2
Kecamatan menyampaikan SPPT dan DHKP kepada Wajib Pajak melalui
Petugas Pemungut Desa/Kelurahan.

Proses selesai.

F Jangka Waktu Penyelesaian

1

2

Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 paling lama bulan Maret Tahun Pajak
bersangkutan,

Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 paling lama akhir Bulan Maret
Tahun Pajak yang bersangkutan.
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G Bagan Arus (Flowchart)

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP

Kepala Kepala Pelsil:(ssa;na Kepala Seksi K:::a'a ii:':i Pelaksana Kepala PePr:Zur:?:t/
DPPKAD Bidang P-4 Reragihan P-2A g Seksi P-2A Bidang P-2L Wajib Pajak
ﬁgaskan\ Bersama OC
untuk _» || menyiapkan data Melaksanakan
mempersiapkan SISMIOP dan pencetakan
cetak SPPT dan Sarana Prasarana SPPT dan DHKP
Menugaskan DHKP untuk Cetak masal masal, menyortir
untuk persia- SPPT dan DHKP N—
pan cetak
SPPT dan
DHKP
Memaraf Yang tanda
SPPT dan tangan
basah
DHKP disampaikan
\/ ke Kepala
> DPPKAD Persiapan
et pendistri-
Menanda / e ——— y busian
tangani || __—] »/| SPPTdan
il Menyampaikan DEKP ke
SPPT dan DHKF Petugas
ke Kecamatan|| <— Pemungut
dan Kecamatan
menyampaikan \/
ke Petugas
pemungut dan - Petugas
e b pemungut
menyampai
kan kepada
wajib pajak
V
v
Waijib Pajak
menerima
%PT/

R

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2

. Deskripsi.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembayaran PBB-P2 yaitu
pembayaran langsung oleh wajib pajak ke tempat pembayaran (Bank) dan
pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut desa/kelurahan.

. Dasar Hukum.

1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

Pihak yang Terkait.

g AW -

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan.
Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan.
Petugas pemungut.

Wajib Pajak.

Bank.

Dokumen yang dihasilkan.
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

. Prosedur Kerja.

1

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan beserta pelaksana Seksi Penagihan
dan Keberatan mendistribusikan SPPT ke petugas Kecamatan untuk
selanjutnya diteruskan ke petugas pemungut desa/kelurahan, dan dalam
penyampaian SPPT dibuat berita acara.

Petugas Kecamatan menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut
desa/keluran yang selanjunya disampaikan ke wajib pajak.

Petugas pemungut desa/kelurahan dalam menyampaikan SPPT ke wajib
pajak dibuktikan dengan tanda terima SPPT

Wajib pajak setelah menerima SPPT menandatangani tanda terima SPPT
Wajib pajak membayar PBB-P2 terhutang dapat langsung ke Bank
penerima setoran atau ke petugas pemungut desa/kecataman.
Pembayaran langsung ke Bank, wajib pajak menerima SSPD, pembayaran
melalui petugas pemungut desa/kelurahan mendapat TTS
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F Jangka Waktu Penyelesaian
1 Pembayaran langsung ke Bank 1 hari
2 Pembayaran melalui petugas pemungut
- Perdesaan 2 hari, petugas pemungut harus sudah setor ke Bank.
- Perkotaan 1 hari, petugas pemungut harus sudah setor ke Bank.

G Bagan Arus (Flowchart)

TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2

Kepala Seksi Pelaksqna Petugas Petugas —r Bank
Penagihan Sk Kecamatan Pemungut Wajib Pajak
Penagihan
Mempersiapkan
pendistribusian l
SPPT dan DHKP
— ~XU|| Mendistribusi
kan SPPT
dan DHKP ke
Kecamatan
Petugas
Kecamatan
menyampaikan ke
Petugas pemungut v
desalkelurahan Petugas
pemungut
menyampai
Berita Acara kan kepada
Penyampaian wajib pajak

SPPT

Wajib Pajak
menerima
SPPT

l_AI Membayar l
Menerima [| Menerima TTS Menerima
Pembayaran Setoran

R |

Memperoleh
T SSPD  |°

Seles

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASI PROSEDUR

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PBB-P2

A. Deskripsi.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan
pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB, yang dapat dilakukan dalam
hal Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, kesulitan likuiditas, atau
mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan
mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 pada waktunya.

B Dasar Hukum.

1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah.

C. Pihak yang Terkait.

4

o NS I NGV e

Kepala DPPKAD

Kepala Bidang P-4

Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Pelaksana Seksi Pelayanan.

Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.
Wajib Pajak.

D Formulir yang Digunakan.

1
2

Surat Permohonan Wajib Pajak

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

E. Dokumen yang Dihasilkan.

1
2

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran
PBB-P2

Surat Pemberitahuan Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran PBB-P2

bahwa permohonannya tidak dapat dipertimbangkan.
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F  Prosedur Kerja

1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan
pembayaran PBB-P2 kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Petugas
Pelayanan.

Petugas Pelayanan menerima permohonan pengangsuran atau penundaan
pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam
hal berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, berkas
permohonan Pengurangan PBB dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap,
Petugas Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan
pembatalan, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Kepala Seksi Pelayanan meneliti berkas permohonan pengangsuran atau
penundaan pembayaran PBB-P2 selanjutnya menyampaikan ke Kepala
Bidang P-4

Kepala Bidang P-4 menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Penagihan dan Keberatan untuk memproses pemohonan pengangsuran atau
penundaan pembayaran PBB-P2

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan berkas
permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 kepada
pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran untuk melakukan
penelitian kantor

Pelaksanan Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran melakukan
verifikasi dan penelitian kantor Dalam hal permohonan pengangsuran atau
penundaan pembayaran PBB-P2 telah memenuhi persyaratan maka
dibuatkan persetujuan dengan menyiapkan konsep Keputusan Kepala
DPPKAD tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 Dalam
hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, dibuatkan surat
pemberitahuan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran
PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya konsep Keputusan Kepala
DPPKAD atau konsep surat pemberitahuan permohonan pengangsuran atau
penundaan pembayaran PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, disampaikan
kepada Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran mempelajari dan
memaraf konsep yang diajukan tersebut, kemudian konsep tersebut berikut
berkas permohenannya disampaikan kepada Kepala Bidang P-4 Dalam hal

Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran tidak menyetujui
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konsep dimaksud, Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
harus memperbaiki.

8 Kepala Bidang P-4 mereview, memaraf dan kemudian menyampaikan kepada
Kepala DPPKAD Dalam hal Kepala Bidang P-4 tidak menyetujui konsep
dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran harus
memperbaiki.

9 Kepala DPPKAD mereview dan menandatangani Keputusan Kepala DPPKAD
tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 atau surat
pemberitahuan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran
PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, kemudian dikembalikan kepada Kepala
Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran.

10 Kepala Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran meneruskan
Keputusan Kepala DPPKAD atau surat pemberitahuan permohonan
pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 tidak dapat
dipertimbangkan, yang sudah ditandatangani tersebut kepada Kepala Seksi
Pelayanan, dan menugaskan Pelaksana Seksi Penghitungan, Penetapan dan
Angsuran untuk melakukan pemutakhiran data SISMIOP

11 Kepala Seksi Pelayanan meneruskan Keputusan Kepala DPPKAD atau surat
pemberitahuan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran
PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan yang sudah ditandatangani tersebut
berikut berkas permohonannya kepada Petugas Pelayanan.

12 Petugas Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Keputusan tentang
persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan/penghapusan
denda adminitrasi kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan
sebagai arsip.

13 Proses selesai.

G Jangka Waktu Penyelesaian

1 Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala DPPKAD
menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan

2 Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala DPPKAD atas
nama Bupati memberikan keputusan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat permohonan

3 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala DPPKAD tidak
memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan
surat keputusan sesuai permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir
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H Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

Wajib Pajak Pelaksana Pelaksana Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Bidang Kepala
Seksi Pelayanan P-2A Pelayanan P-2A P-4 DPPKAD
Berkas
Permohonan l
Menugaskan dan
Menenma Meneruskan mendisposisi surat
menglltl Barkae permohonan
menerbitkan
; Permohonan
Bukti
Penerimaan Menugaskan
Surat (BPS) untuk
h:elal::#an menyiapkan
enelitian
Bukti Kantor dan e -
; = Penelitian
Penerimaan " Membuat Kantor/L.
Surat (RPS) bbb oo
Laporan
¢ Menelaah hasil
) penelitian
Memenuhi syarat Kantor menelit
dlSlapkap dan mengoreksi
keputusan tidak » || serta memaraf
memenuhi syarat konsep
disiapak surat keputusan atau
penolakan konsep surat
Meriview,
|—" memaraf,
meneruskan
konsep
keputusan atau
konsep surat
penolakan
(Menyetujui dan\
menandatangi
TR Melakukan keputusan atau
keputusan atau pemutakhiran data (| ¢ surat penolakan
surat penolakan, SISMIOP j
menyimpan Menerima
berkas sebagai Keputusan atau | | «———————— Produk Hukum
A4 arsip dan Menerima dan surat penolakan
Menerima menyampaikan meneruskan I
keputusan atau keputusan atau keputusan atau |4
surat penolakan surat kepada SUBs encickan
Wajib Pajak
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LAMPIRAN XII 1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Kop Surat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1) TAHUN 2)
TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang

diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *), 3)

nomor 4 tanggal ° atas SPPT/SKPD /STPD PBB-P2*%)

nomor 6 Tahun Pajak 7) besarnya Utang PBB-P2 sebesar

Rp. 8) ( rupiah 9)) yang diterima DPPKAD Kabupaten

Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 1),

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran

Utang PBB-P2 nomor 12) tanggal 13} perla

menetapkan Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor

4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),

S Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB

yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2* nomor 14)

Tahun Pajak 15)

a. Wajib Pajak

nama 16)
NPWP 17)
alamat 18)
b. Objek Pajak
NOP 19)
Utang PBB-P2 20)
Jatuh Tempo 21)
Alamat 22)
Desa/Kelurahan*) 23)
Kecamatan 24)
Kabupaten 25)

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut
ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB-P2 sebesar
Rp 26) sebanyak 27) kali.
Ketentuan penghitungan besarnya angsuran
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut

sebagaimana

Angsuran Besarnya | Jatuh tempo |  Denda
angsuran pembayaran Administrasi
i 3 4

28)

29)

30)

31)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih
dengan menggunakan STPD PBB-P2

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA

dilakukan di

32)

147



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
a.n. BUPATI BANYUMAS

33)

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1

a b~ W N

Bupati Banyumas (sebagai laporan)
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
Inspektur Kabupaten Banyumas,

Wajib Pajak.

Arsip.

Keterangan.

*) Coret yang tidak perlu

NIP

34)
35)

36)
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Petunjuk Pengisian

PBB-P2

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka S5
Angka 6

Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20

Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28

Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran

diisi nomor keputusan ditetapkan
diisi tahun keputusan ditetapkan
diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
diisi nomor surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran
PBB-P2
diisi tanggal surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran
PBB-P2
diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD atau nomor STPD
PBB-P2
diisi tahun SPPT atau SKPD atau STPD PBB
diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD
atau STPD PBB-P2 ditulis dengan angka
diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD
atau STPD PBB-P2 ditulis dengan huruf.
diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran/Penundaan
pembayaran PBB-P2
diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran/penundaan
pembayaran PBB-P2
diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan
Pembayaran PBB-P2
diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan
Pembayaran PBB-P2
diis1 nomor SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2
diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2
diisi nama Wajib Pajak
diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
diisi alamat Wajib Pajak
diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2
ditulis dengan angka
diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2
diisi alamat objek pajak
diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
diisi nama Kecamatan letak objek pajak
diisi nama Kabupaten
diisi dengan jumlah utang PBB-P2 yang diangsur
diisi dengan jumlah masa angsuran
diisi nomor angsuran
149



Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36

diisi dengan besarnya angsuran

diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
diisi dengan besarnya denda administrasi

diis1 dengan bank tempat pembayaran angsuran

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran
diisi nama pejabat yang menerbitkan keputusan

diisi pangkat pejabat yang menerbitkan keputusan

diisi NIP pejabat yang menerbitkan keputusan

BUPATIBANYUMAS
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LAMPIRAN XII 2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1) TAHUN 2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang

diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) 3)

nomor 4 tanggal ) atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2%)

nomor 6 Tahun Pajak 7) besarnya Utang PBB-P2 sebesar

Rp 3 rupiah 9) yang diterima DPPKAD Kabupaten

Banyumas berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 11y

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran

Utang PBB nomor 12) tanggal 13) perlu menetapkan

Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Utang PBB-P2 atas

permohonan dimaksud,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Menentukan

KESATU

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menyetujui permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang

tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor 14) Tahun

Pajak 15)

a. Wajib Pajak
nama 16)
NPWP 1)
alamat 13)

b. Objek Pajak

NOP 19)
Utang PBB 20)
Jatuh Tempo 21)
alamat 22)
Desa/Kelurahan?*) 23)
Kecamatan 24)
Kabupaten 25)
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KEDUA

KETIGA

KETIGA

Tembusan

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut

ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB sebesar Rp  26)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1 ditunda sampai dengan tanggal 27), dan

2 dikenai denda administrasi sebesar Rp. 28) yang
pembayarannya sekaligus dengan pelunasan utang PBB-P2

Pelunasan Utang PBB yang ditunda pembayarannya sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di 29)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal. 30)
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

31)
32)

NIP 23

Bupati Banyumas, sebgai laporan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi,

Inspektur Kabupaten Banyumas,

Wajib Pajak;
Arsip.

‘) Pilih salah satu
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Petunjuk Pengisian

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka S5

Angka 6

Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20

Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

diisi nomor keputusan ditetapkan
diisi tahun keputusan ditetapkan
diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
diisi nomor surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran

PBB-P2

diisi tanggal surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran

PBB-P2

diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD atau nomor STPD
PBB-P2

diisi tahun SPPT atau SKPD atau STPD PBB

diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD
atau STPD PBB-P2 ditulis dengan angka

diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD
atau STPD PBB-P2 ditulis dengan huruf

diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran/Penundaan
pembayaran PBB-P2

diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran/penundaan
pembayaran PBB-P2

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan
Pembayaran PBB-P2

diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan
Pembayaran PBB-P2

diisi nomor SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2

diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diisi alamat Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2

ditulis dengan angka

diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2
diisi alamat objek pajak

diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak

diisi nama Kecamatan letak objek pajak

diisi nama Kabupaten

diisi dengan jumlah utang PBB-P2 yang diangsur

diisi dengan tanggal penundaan



Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33

diisi dengan denda administrasi

diisi dengan bank tempat pembayaran

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran
diisi nama pejabat yang menerbitkan keputusan

diisi pangkat pejabat yang menerbitkan keputusan

diisi NIP pejabat yang menerbitkan keputusan

BUPATI BANYUMAS

P

MARDJOKO
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LAMPIRAN XII 3

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan

(Kop Surat)
Purwokerto, 1)
Kepada Yth
Nomor 2) 5
Sifat
Lampiran
Perihal Pemberitahuan Permohonan di

Pengangsuran atau Penunda-
an*) Pembayaran PBB-P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan Permohonan Pengangsuran atau

Penundaan*) Saudara melalui surat nomor 4 tanggal 5)
hal 6) yang diterima tanggal 7), bersama ini disampaikan
bahwa.

1 Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun

2012 tentang Tentangtata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas bahwa

a. setiap Permohonan Pengangsuran atau Penundaan harus
memenuil persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 97

b. Pasal 99 ayat (1), menyatkan bahwa Permohonan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau
penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2 Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengangsuran atau
penundaan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 97
Peraturan Bupati Nomor  Tahun 2012 tersebut, yaitu.

a. ;8)
b.
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c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati
Banyumas Nomor Tahun 2012, Permohonan
Pengangsuran/Penundaan Saudara tidak dapat dipertimbangkan,
dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3 Saudara masih dapat mengajukan kembali Permohonan
Pengangsuran atau Penundaan dengan terlebih dahulu
melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang
masih memenuhi jangka waktu 9 hari kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

10)

11)
NIP 12)
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Petunjuk Pengisian Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran Atau

Penundaan Pembayaran PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan.

A. Umum

1 Surat pemberitahuan permohonan pengangsuran atau penundaan

pembayaran PBB tidak dapat dipertimbangkan digunakan untuk
memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengangsuran atau
penundaan pembayaran PBB tidak dapat dipertimbangkan.

Satu surat pemberitahuan permohonan pengangsuran atau penundaan
pembayaran PBB tidak dapat dipertimbangkan digunakan untuk satu

permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB

3 Dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

— lembar ke-1 untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak,

— lembar ke-2 untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip,

— lembar ke-3 untuk seksi pembuat surat pemberitahuan sebagai arsip.

B Petunjuk Pengisian

Angka 1  diisi dengan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.

Angka 2  diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Angka 3  diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Kuasa yang mengajukan
permohonan pengangsuran/penundan pembayaran PBB-P2

Angka 4 diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran atau
penundan pembayaran PBB-P2

Angka 5 diisi dengan tanggal surat permohonan pengangsuran atau
penundan pembayaran PBB-P2

Angka 6 diisi dengan hal surat permohonan pengangsuran atau penundan
pembayaran PBB-P2

Angka 7  diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pengangsuran
atau penundan pembayaran PBB (LPAD/BPS)

Angka 8 diisi dengan persyaratan surat permohonan pengangsuran atau
penundan pembayaran PBB yang tidak dipenuhi.

Angka 9  diisi dengan jangka waktu yang masih tersisa sampai jatuh tempo.

Angka 10 diisi dengan nama pejabat yang menandatangani  surat
pemberitahuan.

Angka 11 diisi dengan pangkat pejabat yang menandatanganu surat
pemberitahuan.

Angka 12 diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat

pemberitahuan.

BUPATI
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